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MOTTO

“SEBUAH PERNYATAAN DAPAT DIBUKTIKAN BENAR
BUKAN KARENA DAPAT DIBUKTIKAN, SEBALIKNYA IA
DAPAT DIBUKTIKAN KARENA BENAR.”

(Kahlil Gibran. 2000. Taman Sang Nabi, Suara Sang Guru.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
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RINGKASAN

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu
sekarang seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinya, tetapi
hanya fotokopinya  yang dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dapat
menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan.

praktek vyang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin foto copy ,
agaknya tidak ada keberatan asal saja foto copy yang diajukan sebagai bukti
tersebut betul-betul sesuai dengan tulisan aslinya. Dalam proses pembuktian alat
bukti fotokopi, terkadang Hakim salah menerapkan hukumnya. Kesalahan dan
kekeliruan Hakim dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah
sama seperti manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun
sebenarnya dalam soal hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini,
yaitu mengenai Hakim Judex facti salah dalam menerapkan hukum terhadap alat
bukti fotokopi dimana Hakim Judex facti dengan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 memutuskan bahwa alat bukti berupa
fotokopi sertifikat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dapat
ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau dapat disesuaikan dengan
sertifikat yang asli.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis
normatif, yaitu dengan cara mangamati dan mengkaji berbagai macam aturan
hukum yang berlaku baik bersifat formal maupun yang timbul dari praktek hukum
sehari-hari terutama berasal dari praktek perkara perdata, kemudian dihubungkan
dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu sumber
data tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dari
literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya
dengan obyek yang diteliti. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan 2

(dua) macam cara, yaitu studi dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan metode

%11
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analisa data yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, suatu metode
analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu
kejadian yang Khusus.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya.
Sedangkan untuk salinan, kutipan, dan fotokopi dapat mempunyai nilai hukum
pembuktian sepanjang salinan, kutipan, dan fotokopi itu sesuai dengan aslinya.

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara
No. 2191 K/Pdt/2000 yaitu bahwa alat bukti yang berupa fotokopi Sertifikat Hak
Pakai yang tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai
bahwa fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di
Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai tersebut dapat diterima atau dijadikan
sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dapat mempertunjukkan sertifikat Hak
Pakai Tanah yang asli.

Hakim Judex facti dalam memberikan putusannya hendaknya berhati-hati
dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat
yang bergerak secara dinamis sehingga Hakim Judex facti  tidak  dapat
menggunakan peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi lama untuk
disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

Berdasarkan  kesalahan atau  kekeliruan Hakim Judex facti - dalam
menerapkan hukumnya perkara di atas. hendaknya Mahkamah Agung lebih
cermat dalam mengawasi dan memperhatikan terhadap putusan Pengadilan
Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dan semua Lingkungan Peradilan.
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penctapan
Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
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1.1 Latar Belakang

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 — 2004 mempunyai maksud
dan tujuan memberikan arah penyelenggaraan ncgara, mewujudkan kehidupan
yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan
supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak
mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke
depan. Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak
produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum
menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan
peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran
hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum
sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Dilihat dari sudut kenyataan, memang masih jauh dari apa yang dicita-
citakan, akan tetapi patut kita hargai kemauan pemerintah tersebut karena dengan
adanya tekad untuk melakukan pembangunan dan pembinaan di bidang hukum,
kita dapat menilai bahwa pemerintah sudah beritikad baik untuk mengisi
kemerdekaan ini. Sedangkan untuk mendapatkan keberhasilan yang baik dari apa
yang telah digariskan itupun bergantung kepada pemerintah sendin yang
menangani persoalan ini melalui Departemen Kehakiman dan Perundang-
undangan yang selanjutnya dijalankan oleh para Hakim. Oleh karena itu,
pelaksanaannya pun harus benar-benar dikontrol secara teratur dan pelaksanaan
kontrol berarti menyangkut manusia pelaksananya.

Akan tetapi, Hakim tidak boleh begitu saja dengan mudah memutuskan
suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya di muka persidangan tanpa

adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap alat-alat bukti yang merupakan

dasar bagi para pihak yang berperkara untuk meneguhkan hak keperdataannya
ataupun untuk membantah hak keperdataan pihak lam. Oleh karena itu, Hakim

harus memberi kesempatan kedua belah pihak yang berperkara untuk
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membuktikan sendiri kebenaran akan hak keperdataannya terhadap obyek yang
disengketakan. Adapun yang harus dibuktikan tentunya peristiwanya atau
kejadiannya dan hubungan hukumnya dan bukan hukumnya. Hubungan hukum itu
misalnya perjanjian hutang-piutang, jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa
dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di muka persidangan khususnya
apabila sudah sampai pemeriksaan alat-alat bukti, Hakim harus mengindahkan
aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk
membuktikan hal-hal yang manjadi perselisihan itu dengan mengajukan dalil-dalil
dari masing-masing pihak yang sedang mencari keadilan. Hakim harus memeriksa
dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang
tidak benar berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka
persidangan, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenal perkara
tersebut untuk kemudian dicari hukumnya dan barulah dapat dijatuhkan
putusannya. Hakim dalam amar putusannya, memutuskan siapakah pihak yang
dimenangkan dan siapakah pthak yang dikalahkan (Subekti, 1975 : 5-6).

Menurut pasal 163 HIR, di dalam soal pembuktian, tidak selalu pihak
penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa
perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang
akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau
‘sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain, Hakim sendiri yang
menentukan pihak mana yang akan diberikan beban pembuktian untuk
membuktikan sesuatu.

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu
sekarang seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinya, tetapi
hanya fotokopinya  yang dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dapat
menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan.

Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan

perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin fotokopt ,
tidak ada keberatan asal saja fotokopi yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-

betul sesuai dengan tulisan aslinya. Dalam proses pembuktian alat bukti fotokopi,
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terkadang Hakim salah menerapkan hukumnya. Kesalahan dan kekeliruan Hakim
dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti
manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun sebenarnya dalam soal
hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Di sisi lain. tidak mustahil pula bahwa dalam putusannya Hakim bersifat
memihak terhadap salah satu pihak sehingga menyebabkan salah satu pihak
merasa dirugikan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika para pihak yang
berperkara tersebut menjadi tidak puas terhadap putusan Hakim Pengadilan
Negeri. Salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap putusan Hakim Pengadilan
Negeri vyaitu dengan jalan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan
Tingei. Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya dapat menguatkan putusan
Hakim Pengadilan Negeri atau mungkin juga membatalkannya lalu mengadili dan
memutus sendiri perkara dengan disertai alasan-alasan dan pertimbangan
hukumnya.

Pengadilan Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan
tinggi merupakan peradilan tingkat banding dikenal dengan asas peradilan Judex
facti, dan putusannya dinamakan putusan Judex facti. Sebagai puncak badan
peradilan adalah Mahkamah Agung, dimana salah satu tugasnya vaitu melakukan
pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan di bawahnya (pasal
10 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1970, pasal 32 UU No. 14 tahun 1985). Jika
dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung lalu Mahkamah Agung menyatakan
tidak sependapat dengan putusan Judex facti, maka Hakim Mahkamah Agung
dapat membatalkan putusan .Judex facti tersebut dan mengadili serta memutuskan
sendiri dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan perundang-undangan yang ada,
penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul :

“ Kajian Yuridis Tentang Judex Facti Salah Menerapkan Hukum
Terhadap Alat Bukti Fotokopi Dalam Pembuktian Perkara Perdata ™.

(PUT. MA RI No. 2191 K/Pdt/2000)
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1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan
yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu diadakan
pembatasan ruang lingkup masalah, maksud agar didapatkan kesatuan arah dan
arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ruang
lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas tentang kekuatan alat
bukti fotokopi dalam pembuktian perkara perdata dan penerapan hukum
pembuktian Judex facti dengan menggunakan alat bukti fotokopi dalam perkara
perdata serta penilaian Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum pembuktian

Judex facti tersebut.

1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dan yang akan dikaji dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah kekuatan alat bukti fotokopi dalam pembuktian perkara
perdata?

2. bagaimanakah dasar dan pertimbangan Hakim Judex facti dalam pemeriksaan
alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah ?

3. bagaimanakah dasar dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam
memutus perkara No. 2191 K/ Pdt / 2000 ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan.
Demikian pula dari penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang tercakup
dalam dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini meliputi :
1. untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat

akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Jember.
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2 untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa
studi.

3 untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan
segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan

bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :
1. untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan alat bukti fotokopi dalam
pembuktian perkara perdata.
7 untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim Judex facti dalam
pemeriksaan alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah.
3. untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung dalam memutus perkara No. 2191 K/ Pdt / 2000.

1.5 Metode Penulisan

Agar suatu penulisan karya ilmiah mempunyai nilai ilmiah, maka harus
digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pengejaran terhadap
kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis ( M. Nizar,
1998 : 42 ).

Metode sangatlah diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang
sifatnya ilmiah, agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga
kesimpulan yang didapat juga akan tepat. Untuk 1tu penggunaan metode harus
pula disesuaikan dengan obyek studi.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat
karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah,
sumber data, metode pengumpulan data. dan analisa data.
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151 Pendekatan Masalah

Untuk membantu masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif
itu adalah :

. Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori
hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang
berhubungan dengan permasalahan = ( Soemitro, 1990 : 24 ).

Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis
normatif yaitu dengan cara mengamati dan mengkaji berbagai macam aturan
hukum yang berlaku baik bersifat formal seperti undang-undang maupun aturan-
aturan yang timbul dari praktek hukum sehari-hari terutama berasal dari praktek
perkara perdata, maksudnya adalah menelaah peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan studi literatur yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu ™ Sumber
data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu
dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya
dengan obyek yang diteliti  ( Soemitro, 1990 : 20 ).
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdir :
1. peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.
2. pendapat para Sarjana atau ahli hukum dari ilmu pengetahuan tertentu dan
doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
materi skripsi;
3 buku-buku atau literatur, dan media lainnya yang menunjang wawasan dalam

penyusunan skripsi ini.
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1.53 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna memecahkan masalah yang
dikaji perlu digunakan metode yang tepat. Metode pengumpulan data yang
digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Studi Dokumentasi

Studi  Dokumentasi, maksudnya dalam hal ini penulis mempelajar
dokumentasi mengenai putusan Hakim tingkat pertama dan tingkat banding
berupa * Kajian Yuridis Tentang Judex Facti Salah Menerapkan Hukum terhadap
Alat Bukti Fotokopi Dalam Pembuktian Perkara Perdata * ( Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung RI No. 2191 K/ Pdt / 2000 ).
2. Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari
buku-buku atau literatur, yurisprudensi, pendapat para ahli dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas
suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik
maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian
yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari
permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus
( Soemitro, 1990 : 98 ).
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IL. FAKTA, DASAR HUKUM, DAY LA

e ———

2.1 Fakta

Syafnil, warga dari Kelurahan Dumai Timur memperoleh sebidang tanah
kebun seluas 3.125 M2 terletak di desa Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur.
Perolehan tanah tersebut didasarkan adanya Surat Keterangan Kepala Kelurahan
Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur tanggal 20 september 1982 No. 393/25/TB/1982.
Di atas tanah kebun tersebut, sejak tahun 1985 oleh pemegang haknya, Syafnil
telah ditanami dengan pohon pandan tikar, pisang dan kelapa unggul serta pohon-
pohon rambutan. Tiap tahun Syafnil memetik hasil tanaman tersebut dan
mendapatkan keuntungan dari pepohonan tersebut.

Pada tahun 1994/1995, PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA di Dumai,
tanpa sepengetahuan Syafnil telah melakukan penggalian parit dan pembuatan
jalan di sebagian tanah kebun yang digarap oleh Syafnil tersebut. Luas tanah yang
digali untuk proyeknya PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA seluas 1.250 M2
dan semua pepohonan dan tanaman milik Syafnil dipotong habis.

Setelah Syafnil mengetahui sebagian dari kebun tanaman dan buah-buahan
digali habis tersebut, mengajukan keberatan dan minta ganti rugi kepada PT.
CALTEX PACIFIC [NDONESIA, baik harga tanahnya maupun harga
pepohonannya yang dipotong habis tersebut.

PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA menolak tuntutan dari Syafnil atas
kerugian yang dideritanya terscbut dengan alasan bahwa tanah kebun yang
dikuasai dan digarap oleh Syafnil tersebut, merupakan bagian dari tanah seluas
3.385, 46 Ha “Hak Pakai” PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, berdasar atas
Sertifikat Hak Pakai No. 76, tanggal 15 Oktober 1975 dan Gambar Situasi No.
637/1975 tanggal 16 Oktober 1975.

Oleh karena PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA tetap berpendirian
bahwa tanah kebun yang digarap oleh Syafnil tersebut adalah hak pakai PT.
CALTEX PACIFIC INDONESIA dan tidak mengakui Hak Syafnil atas tanah
tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai No.
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393/25/1982, maka Syafnil melalui Kuasa Hukumnya sebagai penggugat
mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Dumai dengan tuntutan yang pokoknya
sebagai berikut :
A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.

2. Menyatakan surat keterangan Tanah Kepala Kelurahan No. 393/25/1982

adalah sah dan berharga.

3. Menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menyatakan tanah tersebut milik penggugat.

5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi ke penggugat yaitu :

— Kerugian tanaman Rp. 162.500.000.-
— Kerugian tanah Rp. 146.250.000,-
Jumlah Rp. 308.750.000.-

6. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat Rp.
250.000.- per hari, bila tergugat lalai melaksanakan putusan ini.

7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun tergugat
banding/kasasi.

B. Subsidair : mohon putusan yang seadil-adilnya.

PENGADILAN NEGERI :

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai atas gugatan tersebut, pihak
tergugat, PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA mengajukan eksepsi yang
menyatakan bahwa pihak tergugatnya masih belum lengkap, seharusnya Kepala
Kelurahan Teluk Binjai Timur yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No.
393/25/1982 kepada penggugat tersebut, ditarik sebagai tergugat dalam gugatan
ini. Karena dalam gugatan ini pihak tergugatnya masih belum lengkap, maka
gugatan ini seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Hakim.

Sedangkan terhadap materi pokok perkara, pihak tergugat menolak dan
menyangkal tanah sengketa tersebut hak miliknya penggugat karena Surat
Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai No.
393/25/1982 tanggal 20 September 1982 dan diberikan kepada penggugat adalah
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tidak termasuk hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 (1) UU No. 5 Tahun

1960, sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut bukanlah merupakan bukti

tentang kepemilikan hak atas tanah.

Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini dalam putusannya
memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Eksepsi harus ditolak oleh Hakim dengan alasan bahwa pihak-pihak yang
ditarik sebagai tergugat dalam suatu gugatan perdata tersebut adalah
merupakan hak penuh dari penggugat. Disamping itu, gugatan ini adalah
gugatan ganti rugi atas tanah penggugat yang tanamannya dimusnahkan oleh
tergugat tanpa ijin dari penggugat.

2. Bukti yang diajukan penggugat P XVIII- Surat Keterangan Kepala Kelurahan
No. 393/25/1882 merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,
maka bukti surat keterangan ini adalah sah dan berharga sehingga penggugat
mempunyai hak atas tanah terperkara. Surat ini merupakan pengakuan adanya
hak adat atas tanah yang dibuka oleh masyarakat dan oleh yang bersangkutan
telah diusahakan dan ditanami dengan tanam-tanaman tumbuh — vide
PERMENDAGRI No. 6 Tahun 1972 pasal 11 jo PERMENTAN dan
AGRARIA No. 2 Tahun 1962.

3. Bukti yang diajukan pihak tergugat T.1 dan T.1a berupa fotokopi Sertifikat
Hak Pakai dan Gambar Situas Tanah yang dikuasai oleh tergugat secara
keseluruhan. Karena bukti ini berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan
Sertifikat aslinya karena itu, secara yuridis formal bukti fotokopi sertifikat hak
pakai tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan hak tergugat atas
tanah sengketa.

4. Terbukti tergugat telah menguasai/memakai sebagian tanah penggugat seluas
25 M x 50 M = 1.250 M2 yang digunakan untuk kanal dan jalan tanpa
pengganti kerugian kepada penggugat.

5. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum  berupa
perusakan/pemusnahan tanaman timbuh di atas tanah tersengketa untuk
proyek pembuatan kanal dan jalan PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA
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(tergugat), sehingga tergugat wajib menurut hukum memberi ganti rugi

kepada penggugat.

Perhitungan ganti rugi ini berdasarkan asas kepatutan dan keadilan sebagai

berikut :

_ Harga tanah ditaksir Rp. 5000.- per Meter x luas tanah sengketa 1.250 M2
adalah Rp. 6.250.000,-

~ Kerugian tanaman tumbuh = Rp. 500.000,- x 40 bulan adalah Rp.
20.000.000.,-

_ Sehingga ganti rugi seluruhnya adalah Rp. 26.250.000.-
Berdasarkan pertimbangan di atas, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Dumai memberi putusan sebagai berikut :

14
2

6.

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 393/25/1982 tanggal 20 September
1982 adalah sah dan berharga.

Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Menyatakan tanah yang digarap oleh penggugat adalah sah milik penggugat.
Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yaitu

~  Kerugian tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan = Rp. 20.000.000.-
—  Kerugian tanah Rp. 5000.- x 1.250 M2 =Rp. 6.250.000.-
Jumlah Rp. 26.250.000,-

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

PENGADILAN TINGGI :

Penggugat, Syafnil menolak putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut di

atas dan mengajukan pemeriksaan banding.

Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini, memberikan

putusan sela yang memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk membuka

kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan mengenal antara

lain ;

1

4

Kebenaran adanya Sertifikat Hak Pakai No. 76 Tahun 1975 atas nama NV.
Caltex Pacific Oil Company berubah PT. Caltex Pacific Indonesia.
Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai timur.
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Berita Acara Pemeriksaan Tambahan memenuhi putusan sela, kemudian
oleh Pengadilan Negeri Dumai dikirimkan ke Pengadilan Tinggl.

Setelah meneliti berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pertama sudah benar dan tepat, sehingga
diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara
yang dimohonkan banding tersebut. Karena putusan Hakim pertama dinilai sudah
benar, maka dapat dikuatkan kecuali tentang eksepsi dan biaya perkara harus
dicantumkan dalam amar putusan.

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penggugat Pembanding yang diajukan
secara prodeo.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 3 Juni 1999 No.
05/Pdt.G/1999/PN.Dum sekedar mengenai amar putusan yang menyangkut
cksepsi dan biaya perkara.

3 Dalam eksepsi : menolak eksepsi dari tergugat.

4. Dalam pokok perkara :

—  Mengabulkan gugatan untuk sebagian
_ Dst...dst....sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri.

~  Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp.
60.000,-

MAHKAMAH AGUNG :

Baik penggugat maupun tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi
Riau di Pekanbaru, tersebut di atas dan keduanya mohon pemeriksaan kasasi
sebagai pemohon kasasi | dan pemohon kasasi II dengan mengemukakan
keberatannya dalam memori kasasinya masing-masing.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya

memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :
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. Majelis Mahkamah Agung menolak keberatan yang diajukan oleh pemohon
kasasi 1, Syafnil, karena keberatan yang diajukan tidak merupakan dasar
hukum untuk kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 UU No. 14
Tahun 1985.
Selanjutnya mengenai keberatan ad. 2 dan ad. 3 yang diajukan oleh pemohon
kasasi 11 (PT. Caltex Pacific Indonesia). Majelis Mahkamah Agung dapat
menerima dan membenarkan, schingga Mahkamah Agung menilai bahwa
putusan Judex facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum
dalam mengadili gugatan tersebut, schingga putusan Judex facti tersebut harus
dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendir
perkara ini.

Pendirian Majelis Mahkamah Agung ini didasari oleh pertimbangan hukum

yang intisarinya sebagai berikut :

. Menurut pasal 13 (3) (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961,
ditentukan bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak tanah yang menurut
pasal 19 (2) ¢ UU Pokok Agraria , berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat.

- Dengan berpegang pada ketentuan hukum tersebut di atas maka Surat
Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur tanggal 20
September 1982 No. 393/25/TB/1982 yang juga ditanda tangani oleh
Camat Dumai Timur adalah tidak membuktikan hak milik penggugat atas
tanah sengketa.

- Dengan pendirian ini, maka putusan Judex facti yang mendasarkan
kepemilikan penggugat atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan
Kepala Kelurahan tersebut haruslah dibatalkan.

- Meskipun tergugat tidak dapat memperlihatkan asli dari Sertifikat Hak
Pakai No. 76, namun pada fotokopi sertifikat yang diajukan bersama-sama
dengan memori kasasi ternyata telah tertera keterangan dari Kantor Kepala
Pertanahan Kodya Dumai. Dalam keadaan yang demikian ini, maka

fotokopi sertifikat a’quo dapat diterima dan dijadikan bukti bahwa
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tergugat asal adalah pemegang hak pakai atas tanah seluas 3.385 Ha hak
pakai mana akan berakhir tanggal 11 Agustus 1989.

Dengan demikian sejak 15 Oktober 1975 sampai dengan tanggal 11
Agustus 1989, masa berlakunya hak pakai tanah No. 76, maka tanah
tersebut adalah milik tergugat. Namun ternyata tergugat membiarkan
sebagian tanah hak pakai itu digarap dan ditanami oleh penggugat asal
sampai dengan Tahun 1994/1995 saat tergugat membuat parit kanal dan
jalan untuk keperluan tergugat.

Sejak tanggal 11 Agustus 1989, saat berakhirnya hak pakai tergugat atas
tanah tersebut, maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara,
sehingga baik tergugat maupun penggugat tidak mempunyai hak apapun
atas tanah tersebut.

Perbuatan tergugat yang merusak tanaman milik penggugat adalah
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan. ketelitian
serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam
pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda
orang lain, perbuatan tergugat mana telah mengakibatkan penggugat
menderita kerugian.

Perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan ia
harus membayar ganti rugl atas tanaman penggugat yang dirusak oleh
tergugat.

Mengenai besarnya ganti rugi atas rusaknya tanaman penggugat yang
dirusak oleh tergugat tersebut berdasarkan asas kepatutan dan keadilan
oleh Majelis Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.- sesuai
dengan pertimbangan Judex facti  yang diambil alih oleh Majelis
Mahkamah Agung menjadi pertimbangannya sendiri.

Mengenai tuntutan uang paksa ditolak oleh Majelis Mahkamah Agung
karena gugatan ini mengenai pembayaran sejumlah uang.

Tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu harus ditolak karena
putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap
dan dapat segera dilaksanakan.
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Berdasarkan pertimbangan di atas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung

memberi putusan :

Mengadili :

1.

2

3.

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi |

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 11

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 24
November 1999 No. 79/Pdt/1999/PT.R yang memperbaiki putusan Pengadilan
Negeri Dumai No. 05/Pdv/G/ 1999/PN.DUM.

Mengadili sendiri :

L:

2

Dalam eksepsi : menolak eksepsi tergugat

. Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat
sebesar Rp. 20.000.000,-

. Menolak gugatan selebihnya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa

ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini.

Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1

Pasal 154 (1) HIR tentang keterangan ahli.

Jika menurut pendapat Ketua Pengadilan Negeri, perkara itu dapat dijelaskan
oleh pemeriksaan ahli-ahli. maka karena jabatannya atau atas permintaan
fihak-fihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut.

Pasal 163 HIR, yo pasal 285 Rbg, yo pasal 1865 KUHPerdata tentang beban
pembuktian.

Barang siapa yang mengatakan 1a mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu
perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu, atau untuk membantah hak orang
lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian

itu.
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Pasal 164 HIR, yo pasal 1866 KUHPerdata tentang macam-macam alat bukti.
Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

Bukti dengan surat

Bukti dengan saksi

Persangkaan-persangkaan

Pengakuan

Sumpah

Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan
dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 1867 KUHPerdata tentang pembuktian tertulis

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentitk maupun
dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Pasal 165 HIR, yo pasal 285 Rbg, yo pasal 1868 KUHPerdata tentang
pengertian akta.

Surat (akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau
dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti
yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang
mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu
dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahnya,
dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung
dengan perihal pada surat (akte) 1tu.

Pasal 1871 KUHPerdata tentang akta otentik bukanlah bukti yang sempurna.
Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang
apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka.

pasal 1881 KUHPerdata tentang Register.

Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan
pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan
surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya.

Pasal 1883 KUHPerdata tentang salinan dari suatu tanda pembayaran.
Demikian pun halnya dengan catatan-catatan yang oleh si berpiutang

dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau suatu tanda pembayaran,
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asal saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam pemegangan si
berutang.

9 Pasal 1888 KUHPerdata tentang kekuatan pembuktian bukti tulisan.

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar
hanyalah dapat dipercaya . sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu
sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan
mempertunjukkannya.

10 Pasal 1890 KUHPerdata tentang pengutipan akta sebagai permulaan
pembuktian.

Pengutipan suatu akta di dalam register—register umum hanyalah dapat
memberikan permulaan pembuktian dengan tulisan.

11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 :
Karena Judex facti mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat yang
terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya,
sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial
masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex facti sebenarnya telah
memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Judex F acti

Pengertian Judex facti menurut Kamus Hukum oleh Andi Hamzah (1986:
293) adalah Hakim yang memeriksa suatu perkara. Sedangkan menurut Mr. N. E.
Algra dkk. (1983:227), Judex facti yaitu Hakim yang memeriksa duduknya
perkara, sebagai kebalikan dari Mahkamah Agung, yang dalam kasasi hanya
mempertimbangkan persoalan hukum.

Sedangkan kita ketahu bahwa Judex facti merupakan pengadilan di
lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
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Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Kekuasaan Kehakiman di

Lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 3 Undang-undang RI No. 2 tahun 1986

tentang peradilan umum).

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, menuntut, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan
Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di
tingkat banding. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di
daerah hukumnya (pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang RI No. 2 tahun 1986
tentang peradilan umum).

Sedangkan Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara
sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor [II/MPR/1978. Mahkamah Agung adalah Pengadilan
Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan
tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan
peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Mahkamah Agung memutus permohonan  kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan
Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau
penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

a  Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,

b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan (pasal 30 Undang-undang RI No. 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung).
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hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Berhubung dengan

itu, membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan Hakim dengan

syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan
apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa
yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Dengan kata “membuktikan”, Sudikno Mertokusumo  (1979:92)
menyebutkan beberapa pengertian

a2 Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti
memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan
tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu axioma, yaitu
asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya
pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan.
Berdasarkan suatu axioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin
bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin
sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan,
kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini axioma dihubungkan
menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang
diperoleh dari pengalaman, schingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan
memberi kepastian yang bersifat mutlak.

b Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensionil. Di sini pun
membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian
mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai
tingkatan-tingkatan
— kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas

perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
— kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu
disebut conviction raisonce.

c.  Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu

hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang
berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti

lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensionil yang bersifat
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khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak
yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian
pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada
kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar
atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti
lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian
“historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa
yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis
maupun ilmiah, maka membuktikan  pada hakikatnya  berarti
mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa  tertentu
dianggap benar.
Kemudian Bachtiar Effendi dkk. (1991:50), menyebutkan bahwa
pengertian “pembuktian” adalah
“Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara
kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran
dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim
memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya’.
Menurut Satochid kartanegara (1968), “Dalam bidang hukum pembuktian
dikenal 4 systeem atau adjaran” yaitu -
a. NEGATIEF WETTELIJK BEWILISLEER BEWIISTHEORIE
Maksudnya alat pembuktian yang diakui Undang-undang saja belum
cukup, tetapi masih dibutuhkan keyakinan Hakim. Dengan perkataan lain,
walaupun cukup pembuktian didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang
diakui Undang-undang, tetapi jika Hakim tidak mendapat keyakinan, maka
terdakwa harus dibebaskan.
b. POSITIEF WETTELIJK BEWIJSLEER
Maksudnya cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat
pembuktian yang diakui Undang-undang saja, ini “positief” dengan perkataan
lain tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan Hakim.
c. CONVICTION IN TIME (BLOOT GEMOEDELIJIKE OVERTUIGING)
Maksudnya cara pembuktian yang didasarkan semata-mata kepada
keyakinan Hakim; tidak dibutuhkan alat-alat bukti lainnya, Bloot = semata-
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mata; Gemoedelijkke = keyakinan. Jadi kalau di sidang pengadilan, Hakim

telah yakin akan kesalahan si terdakwa, maka harus dijatuhkan hukuman

kepadanya.
d CONVICTION RAISSONNEE (BEREDENEERDE O VERTUIGING/DE

VRIJE BEWILISLEER)

[ni pokok ajaran pembuktian atas

1). Keyakinan Hakim; tapi keyakinan Hakim itu harus diber.

2). Alasan-alasan apa sebabnya ia yakin (beredeneerde) dan dasar alasan-
alasan ini tidak terikat kepada alat pembuktian yang diakui oleh Undang-
undang saja, tapi dapat juga dipergunakan lain alat pembuktian di luar
Undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1981:102) mengemukakan tiga teori, yaitu
1. Teori pembuktian bebas
Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat
Hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.
2. Teori pembuktian negatif
Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang
bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan
kepada Hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
pembuktian. Jadi Hakim di sini dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR,
306 Rbg, 1905 BW).
3. Teori pembuktian positif
Di damping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah
kepada Hakim. Di sini Hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165
HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

2.3.3 Macam-macam Alat Bukti
Dalam sidang acara perdata di [ndonesia, Hakim selalu terikat di dalam

acara pembuktian untuk menguatkan putusan yang akan dijatuhkan. Hanya
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berdasar pada alat-alat bukti yang sah, Hakim diperbolehkan mengambil
keputusan.

Hakim Judex facti bebas untuk menilai pembuktian berdasarkan bukti yang
telah diajukan para pihak mengenai peristiwanya yang dianggap telah pasti dan
benar.

Pasal 164 HIR yo 284 Rbg menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara
perdata terdiri atas .

1. Bukti surat/ tulisan

7 Bukti saksi / kesaksian

Alat Bukti Persangkaan

4. Alat Bukti Pengakuan

5. Alat Bukti Sumpah

(7S]

Ad. 1 Alat bukti tertulis atau surat (Pasal 165-167 HIR) adalah segala sesuatu
yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan
buah pikiran seseorang dan yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Ada 3 (tiga) macam surat sebagai alat bukti, yaitu
a. Akta autentik
Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang
pejabat umum yang mempunyal wewenang untuk membuat surat itu,
dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat
umum itu adalah Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Juru Sita, Panitera
Pengadilan, dan sebagainya.
Akta autentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian,
yaitu
1). Kekuatan pembuktian formil
Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah
menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2). Kekuatan pembuktian materiil
Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang
tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
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Ad. 2

3). Kekuatan mengikat
Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada
tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap
kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam
akta tersebut.
Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa

akta autentik mempunyai kekuatan bukti ke luar.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan
dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum.
Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti
akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh
orang yang bersangkutan. Dalam soal pengakuan ini terletak perbedaan
antara akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik tidak
memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, agar mempunyai
kekuatan pembuktian.

Dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan
tetapi dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta
yang bersangkutan telah ditandatangani oleh yang bersan gkutan merupakan

acara pertama.

c. Surat biasa

Tentang surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam
hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas yang sepenuhnya
diserahkan pada kebijaksanaan Hakim. Dalam praktek, surat-surat

semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

Bukti saksi / kesaksian ( Pasal 139-152, 168-172 HIR) adalah kepastian
yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang
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disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang

yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.

Ad. 3 Alat Bukti Persangkaan (Pasal 173 HIR) adalah kesimpulan yang ditarik
dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang
dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik

kesimpulan ini adalah Hakim atau undang-undang.

Ad. 4 Alat Bukti Pengakuan (Pasal 174-176 HIR) yaitu bahwa pengakuan yang
dilakukan didepan sidang (di muka Hakim) memberikan suatu bukti yang
sempurna terhadap siapa yang melakukannya, artinya ialah bahwa Hakim
harus menganggap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diakut itu
adalah benar dan mengabulkan segala tuntutan atau gugatan yang
didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Sedangkan pengakuan yang dilakukan
di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya
diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim atau dengan kata lain merupakan
bukti bebas.

Ad. 5 Alat Bukti Sumpah (Pasal 155-158 HIR) adalah suatu pernyataan yang
khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan
keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan
percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar
akan dihukum oleh Tuhan.

Dalam praktek masih ada dua alat bukti lain yang sering dipergunakan,
yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Pemeriksaan setempat adalah
pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan
diluar gedung Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh
gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa
yang menjadi sengketa. Didalam praktek, pemeriksaan setempat ini dilakukan
sendiri oleh Hakim dengan dibantu Panitera (Nur Rasaid, 1996:37).
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Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan
bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah

pengetahuan Hakim sendiri (Nur Rasaid. 1996:47).

2.3.4 Pengertian Alat Bukti Fotokopi Surat

Mengenai fotokopi surat yang digunakan sebagai suatu alat bukti dalam
pemeriksaan perkara perdata tidak diatur secara tegas dan rinci di dalam HIR dan
Rbg maupun peraturan perundang-undangan lainnya tentang Hukum Acara
Perdata. Akan tetapi, hal tersebut didasarkan atas kebebasan Hakim untuk menilai
pembuktian berdasarkan bukti yang telah diajukan para pihak.

Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Hakim terikat pada
alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, sehingga putusan Hakim juga
didasarkan pada undang-undang atas alat-alat bukti tersebut. Dalam pasal-pasal
tentang alat-alat bukti tersebut ditentukan bahwa di dalam segala hal dengan
memperhatikan aturan/ketentuan-ketentuan  yang diatur dalam pasal-pasal
berikutnya.

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu
sekarang seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinva, tetapi
hanya fotokopinya yang dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dengan
menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan.

Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin foto copy .
tidak ada keberatan asal saja fofo copy yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-
betul sesuai dengan tulisan aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folo
copy adalah hasil reproduksi (penggandaan). Sedangkan arti dari legalisasi adalah
pengesahan (menurut Undang-undang).

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan

yang dipergunakan sebagai pembuktian (Nur Rasaid, 1996: 37).
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Jadi, yang dimaksud dengan alat bukti fotokopi surat adalah segala sesuatu
yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah

pikiran seseorang yang digandakan dan dipergunakan sebagai pembuktian.

2.3.5 Hal-hal Yang Harus Dibuktikan Dan Hal-hal Yang Tidak Perlu

Dibuktikan
Hal-hal Yang Harus Dibuktikan

Mengenai masalah ini, dahulu ada ajaran hukum yang mengatakan atau
beranggapan bahwa yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau
peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-
peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan adanya hak milik, piutang, hak waris,
dan sebagainya. Jadi dengan demikian, di muka sidang pengadilan itu harus
dibuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu
hak (Teguh Samudera, 1992 16).

Akan tetapi anggapan yang demikian itu saat ini sudah ditinggalkan,
karena pendapat bahwa hanya sesuatu yang dapat dilihat dengan panca indera saja
yang dapat dibuktikan adalah terlalu sempit. Sedangkan sebenarnya di dalam
hukum itu kita menghadapi hal-hal yang tidak dapat dilihat seperti hak milik,
piutang, perikatan sehingga kita dapat membuktikan barang-barang itu secara
langsung.

Pendapat tersebut dianut oleh Subekti (1975:7), yang dalam bukunya
“Hukum Pembuktian” menyatakan, “bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat
dibuktikan, tetapi juga suatu hak™ Dan juga Mr. A. Pitlo (1978:26) yang
menyatakan, “bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak™.

Walaupun dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibuktikan, tetapi tidak
berarti bahwa setiap orang yang mengemukakan sesuatu hak atau terjadinya
peristiwa itu selalu harus membuktikan apa yang ia kemukakan. Akan tetapi, yang

harus dibuktikan itu suatu hak atau peristiwa, dan atau kebenaran hak atau

peristiwa tersebut yang disangkal oleh pihak lain. Apabila seseorang
mengemukakan tentang haknya, sedangkan pihak lain tidak menyangkal maka
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orang yang mengemukakan haknya tadi tidak perlu membuktikan adanya hak
yang dinyatakan tadi.

Hal-hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan

Perbuatan tidak menyangkal dapat berupa secara tegas mengakui dan
dapat berupa diam saja. Jikalau seseorang telah mengakui tentang apa yang
didalilkan lawannya, maka terlawan tidak perlu melakukan pembuktian sendiri
tentang apa yang didalilkan. Jadi dengan pengakuan tersebut pembuktian dapat
dikesampingkan, dalam arti tidak perlu dibuktikan lagi.

Juga apabila Hakim di dalam memeriksa suatu sengketa mengetahui
dengan nyata akan adanya sesuatu hak atau peristiwa, maka adanya hak atau
peristiwa tersebut tidak perlu adanya bukti lain lagi, tetapi cukup dengan bukti apa
yang telah Hakim ketahui selama melakukan pemeriksaan. Misalnya bahwa
tergugat sudah mengangkat sumpah, atau mengaku, atau mengembalikan sumpah
kepada lawannya.

Sesuatu hak atau peristiwa yang sudah diketahui oleh umum atau pada
umumnya hak atau peristiwa itu telah diketahui orang banyak tidak perlu
dibuktikan. Misalnya umum telah mengetahui bahwa akte itu dibuat di atas kertas
bermaterai. Dalam hal tersebut tanpa adanya pembuktian pun setiap orang pada
umumnya sudah mengetahui. Hanya yang menjadi masalah adalah sampai di
manakah batas-batas tentang segala sesuatu yang dapat dianggap diketahui oleh
umum (Teguh Samudera, 1992: 19).

Masalah yang mempunyai kaitan yang erat dengan hal-hal yang tidak perlu
dibuktikan ini adalah suatu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, misalnya
bahwa pada saat harga tidak stabil banyak pedagang yang menimbun barang

dagangannya.
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3.1 Kekuatan Alat Bukti Fotokopi Dalam Pembuktian Perkara Perdata

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa alat bukti tertulis terdiri atas 2
(dua) macam yaitu akta dan alat bukti tertulis yang bukan akta. Akta adalah suatu
tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa
dan ditandatangani oleh pembuatnya. Sedangkan alat bukti tertulis lain bukan akta
jalah sctiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan
ditandatangani oleh pembuatnya. HIR dan Rbg maupun KUHPerdata tidak ada
yang mengatur tentang kekuatan pembuktian daripada alat bukti tertulis yang
bukan akta. Para sarjana mengatakan bahwa kekuatan pembuktian yang bukan alat
bukti tertulis yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas, artinya Hakim
mempunyai kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai alat bukti
tertulis yang bukan akta tersebut, (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1979 : 62).

Mahkamah Agung dalam suratnya tanggal 14  Januari 1988
No.39/TU/88/102/Pid kepada Menteri Kehakiman, mengemukakan pendapatnya
bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah
dalam perkara pidana dan perkara perdata di pengadilan menggantikan alat bukti
surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) sub ¢ KUHAP, dalam catatan
bahwa baik microftlm maupun microfiche itu sebelumnya dijamin otentikasinya
yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara (Sudikno
Mertokusumo, 1998: 134-135).

Namun ada beberapa alat bukti tertulis lain yang bukan akta yang oleh
undang-undang ditetapkan sebagai alat bukti yang mengikat artinya harus
dipercaya oleh Hakim, yang disebut dalam Pasal 1881 ayat (1) sub | dan 2 serta
Pasal 1883 KUHPerdata, yaitu :

a_ Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang
telah diterima :

b. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat
adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan didalam sesuatu alas hak (titel)

bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan |
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¢ Catatan-catatan vang dicantumkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak
yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu
pembebasan terhadap debitur;

d  Catatan-catatan yang dicantumkan kreditur pada salinan suatu alas hak atau
tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam
tangannya debitur.

Sudah barang tentu kekuatan mengikat daripada tulisan-tulisan bukan akia
di atas ini dapat dibantah oleh pembuatnya dengan bukti-bukti lawan, bahwa
tulisan-tulisan atau catatan-catatan itu dibuat sccara keliru atau dibuat olch orang
lain dengan maksud merugikan dia.

Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada asasnya terdapat pada akta yang
asli. Kalau akta yang aslinya ada maka salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar itu
dapat disesuaikan dengan aslinya, yang untuk ini selalu dapat diperintahkan untuk
menunjukkannya.

Apabila akta yang asli tidak ada lagi karena hilang atau karena peristiwa-
peristiwa lain, maka salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar dari akta yang hilang itu
kekuatannya hanyalah sebagai suatu permulaan pembuktian, kecuali salinan-
salinan yang disebutkan dibawah ini dapat memberikan kekuatan yang sama
dengan aslinya, yaitu :

a. Salinan-salinan yang pertama ;

b. Salinan-salinan yang dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah
pihak dipanggil dengan sah

¢ Salinan-salinan tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak,
dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang
dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang
dalam jabatannya menyimpan akta-aktanya yang asli dan berwenang
memberikaan salinan-salinan (Riduan Syahrani, 2000: 89-91).

Terhadap salinan-salinan di luar disebutkan di atas, hanya berlaku sebagai
permulaan pembuktian (pasal 1889 KUHPerdata). Dengan makin majunya ilmu

pengetahuan dan teknologi, muncullah beberapa alat bukti baru, seperti fotokopi,
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tape recorder, dan lain-lain vang dapat dipakai sebagai alat bukti (Martiman
Prodjohamidjojo, 1997 : 65).

Berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata yang berbunyi :

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli.

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar

hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu

sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan
mempertunjukkannya.

Maka dapat ditegaskan di sini, bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti
tertulis hanya terletak pada aslinya. Sedangkan untuk salinan, kutipan, dan
fotokopi dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang salinan, kutipan,
dan fotokopi itu sesuai dengan aslinya.

Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan apa itu salinan dan kutipan,

( Mr. A. Pitlo, 1978:102) mengatakan bahwa “salinan adalah pemberitaan tertulis
dari yang asli, yang serupa kata demi kata, termasuk tanda tangan pada yang
aslinya. Sedangkan kutipan adalah pemberitaan tertulis dari bagian-bagian, dari
yang asli, yang serupa kata demi kata, juga dengan pemberitaan tanda tangan’.

Walaupun demikian seseorang yang dalam suatu perkara menunjukkan
salinan atau kutipan atau fotokopi sebagai alat bukti terhadap lawannya, pihak
Jawan dapat menyatakan tanpa membutuhkan penguatan, bahwa bukti yang
diperlihatkan itu tidak sesuai dengan aslinya. Maka untuk melawannya, pihak
yang mengajukan tadi harus memperlihatkan aslinya.

Tetapi apabila pihak lawan mengakui atau tidak membantah salinan atau
kutipan atau fotokopi yang diajukan berarti salinan, kutipan, atau fotokopi
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli (Teguh Samudera.
1992: 56-57).

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu
sekarang seringkali alat bukti tulisan bukan merupakan bukti aslinya, tetapi hanya
fotokopinya yang telah dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dengan
menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan. Praktek yang demikian dalam

dunia peradilan sesuai dengan perkembangan dan dunia teknologi yang telah
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mengenal mesin fotokopt, agaknya tidak ada keberatan asal saja fotokopi yang
diajukan scbagai bukti tersebut betul-betul sesuai dengan tulisan aslinya.

Dalam hubungan ini putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974,
tanggal 14 April 1976 telah menyatakan, bahwa karena Judex facti mendasarkan
putusannya melulu atas surat-surat yang terdiri dari fofo copy yang tidak secara
sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-
penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex
facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak
sah.

Dengan demikian, maka alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang tidak
secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal-hal
penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah
pihak. bukan merupakan bukti yang sah menurut hukum.

Tampak di sini adanya suatu keselarasan dengan pasal 1888 KUHPerdata
bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asl. Apabila
akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat
dipercaya, sckedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya,
harus senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Hal ini sesuai dengan
praktek persidangan bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang tidak
secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal-hal
penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah
pihak. bukan merupakan bukti yang sah menurut hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat putusan yang mengatur
mengenai alat bukti fotokopi surat yaitu putusan Pengadilan Negeri Dumai No.
05/Pdt. G/1999/PN. DUM tanggal 3 Juni 1999. Putusan ini dikuatkan oleh putusan
Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 79/Pdt/1999/PT.R tanggal 24
November 1999, menyatakan bahwa karena bukti yang diajukan oleh tergugat
berupa fotokopi Sertifikat dan Gambar Situasi Tanah yang dikuasai oleh tergugat
secara keseluruhan tetapi tidak dapat ditunjukkan sertifikat aslinya, maka secara
yuridis formal bukti fotokopi sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk

membuktikan hak tergugat atas tanah sengketa.
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Sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14
Maret 2001, menyatakan bahwa alat bukti yang berupa fotokopi Sertifikat Hak
Pakai yang tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai
bahwa fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di
Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai tersebut dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dapat menunjukkan sertifikat Hak
Pakai Tanah yang asli.

Jadi, fotokopi Sertifikat Hak Pakai dapat menjadi alat bukti yang sah
apabila fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di
Kantor Pertanahan, disertai dengan cap Badan Pertanahan Nasional dan tanda

tangan Kepala Kantor Pertanahan serta telah dilegalisir.

3.2 Dasar dan Pertimbangan Hakim Judex Facti Dalam Pemeriksaan Alat
Bukti Fotokopi Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi
dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itu pula yang menjadi titik tolak Hakim dalam
memeriksa dan mengadili.

Tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkrit juga sebagai
jawaban terhadap gugatan penggugat yang sama dengan peristiwa konkrit yang
diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua 1alah bahwa
peristiwa konkrit yang diajukan oleh tergugat sama sekali tidak sama dengan
peristiwa konkrit dari penggugat. Sedangkan kemungkinan yang ketiga ialah
bahwa peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa dari
penggugat, tetapi ada juga yang sama.

Dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara penggugat
dan tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian
tentang peristiwa konknt yang disengketakan oleh para pihak.

Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan.
Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit. Untuk
dapat mengkonstatir peristiwa konkrit maka harus dibuktikan terlebih dahulu.
Tanpa pembuktian, Hakim tidak boleh mengkonstatir sehingga harus setelah
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peristiwa konkrit dapat dibuktikan. Selanjutnya setelah peristiwa konkrit
dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Untuk mencari atau
menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada
peristiwa konkrit, maka peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-
undangnya (Sudikno Mertohadikusumo, 1998: 166-167).

Setelah hukumnya diketemukan dan diterapkan pada peristiwanya, maka
Hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu 1a harus memperhatikan 3 faktor
yang scharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu : keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan
dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi tersebut dimaksudkan
sebagai pertanggung jawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para
pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya
mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan
mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Sudikno Mertohadikusumo (1998:175), menyatakan :

“putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak™.

Rubini dan Chaidir (1974), merumuskan bahwa :

“Keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses

perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-

kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula
akibat-akibatnya™.

Riduan Syahrani (1998), memberi batasan putusan pengadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk
umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Putusan mempunyai 3 macam kekuatan :

1. Kekuatan Mengikat
Untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak secara paksa

diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak

itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesatkan suatu
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persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak
yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada
pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung
arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada
putusan yang dijatuhkan.
2. Kekuatan Pembuktian
Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada
pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan
kekuatan pembuktian putusan terdahulu.
3. Kekuatan Eksekutorial
Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau
sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata
hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi juga pelaksanaannya secara
paksa (Sudikno Mertohadikusumo, 1998 : 178-183).

Tujuan diadakannya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk
memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya
suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi.

Hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan panggugat dan ia tidak
boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih
dari yang dituntut.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara setepat-
tepatnya, Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk
perkaranya yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori
menemukan putusannya, sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstituir.
Peristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dengan pembuktian.

Setelah Hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa,
yang berarti bahwa Hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi
sengketa, maka Hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang
menyangkut sengketa antara kedua pihak tersebut dimana ia harus menemukan

hukumnya.
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Ada 2 (dua) golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir.
Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum Hakim memutuskan
perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah  kelanjutan
pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini merupakan putusan yang diambil oleh
Hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Dan putusan akhir adalah putusan
yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Juni 1999 No.
05/Pdt/G/1999/PN. DUM dalam pokok perkara menimbang, bahwa pihak
penggugat di dalam meneguhkan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah
sengketa seluas 25 M x 50 M/ 1.250 M2 tersebut adalah merupakan bagian dari
tanah miliknya telah mengajukan bukti Surat Keterangan Tanah dari Kepala
Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/ 1982 tanggal 20 September 1982, yang
telah pula ditanda tangani Kepala Kecamatan Dumai Timur, atas sebidang tanah
di RT.II.RW. [V seluas 25 M x 125 M adalah merupakan tanah milik penggugat.

Menimbang pula, bahwa berdasarkan atas bukti Surat Keterangan Tanah
dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September
1982, karena Majelis Hakim menilainya sebagai surat yang telah dibuat oleh
pejabat yang berwenang, maka bukti surat dimaksud adalah sah dan berharga
sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa penggugat
mempunyai alas hak atas tanah yang dipersengketakan, walaupun menurut
tergugat bukti surat tersebut belum ditindak lanjuti dengan mendaftarkannya pada
Kantor Pertanahan untuk mendapatkan buku tanah, karena menurut Majelis
Hakim pengakuan atas bukti sedemikian rupa adalah hak adat terhadap tanah yang
dibuka oleh masyarakat, terlebih lagi tanah bukaan tersebut telah ternyata
diusahakan yang bersangkutan dengan penanaman beberapa jenis tanaman
tumbuh di atas tanahnya.

Menimbang, bahwa disamping itu pihak tergugat telah pula membantah
keadaan tersebut di atas, dengan menunjukkan bukti lawan berproduk T.I dan
T.La, yakni berupa sertifikat hak Pakai dan Gambar Situasi Tanah yang dikuasai

tergugat secara keseluruhan.
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Menimbang pula, bahwa kedua alat bukti di atas menurut Majelis tidaklah
dapat melumpuhkan bukti surat pihak penggugat sebagaimana diuraikan
sebelumnya, karena bukti surat tergugat ini tidak dapat ditunjukkan surat aslinya,
oleh sebab itu secara yuridis formal bukti surat termaksud tidak dapat
dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negerl
Dumai memberikan putusan No. 05/Pdt.G/1999/PN. DUM tanggal 3 Juni 1999
yang berbunyi sebagai berikut
1. menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 393/25/1982 tanggal 20 September

1982 adalah sah dan berharga;

2. menyatakan bahwa bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Tanah yang
tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat aslinya atau tidak dapat
disesuaikan dengan sertifikat yang asli, sehingga oleh Judex facti secara
yuridis formal, fotokopi sertifikat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah berdasarkan J urisprudensi MA. RI No. 701 K/Sip/1974.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April
1976 telah menyatakan :

“ Karena Judex facti mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat yang
terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan
aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara
substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex facti
sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang
tidak sah”.

Penggugat dan tergugat dalam hal ini menolak putusan Pengadilan Negeri
Dumai tersebut di atas dan mengajukan permohonan banding. Majelis Pengadilan
Tinggi Riau di Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, maka
Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru berpendapat, bahwa pertimbangan
dan putusan Hakim Pertama adalah sudah benar dan tepat mengenai Surat

Keterangan Tanah No. 393/25/1982 tanggal 20 September 1982 adalah sah dan

berharga dan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Tanah yang tidak dapat
ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuatkan
dengan sertifikat yang asli. Sehingga putusan Hakim Pertama dapat dikuatkan
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oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 79
/Pdt/1999/PT R tanggal 24 Nopember 1999.

Setelah mencermati pembahasan di atas, maka menurut pendapat penulis,
bahwa putusan Judex facti salah menerapkan hukum atas alat bukti berupa Surat
Keterangan Tanah yang diajukan oleh penggugat yang telah menghaki tanah yang
dipersengketakan milik tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa fotokopi
Qertifikat Hak Pakai Tanah dimana tergugat dalam proses persidangan di
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengajukan bukti berupa fotokopt
Sertifikat Hak Pakai Tanah vyang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan
Sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan sertifikat yang ash,
sehingga oleh Judex facti secara yuridis formal, fotokopi sertifikat tersebut tidak
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Jurisprudensi MA. RI No.
701 K/Sip/1974. Apabila tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Neger
dan Pengadian Tinggi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak
Pakai Tanah vang dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya, maka
fotokopi sertifikat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Kesalahan atau kekeliruan Hakim Judex facti di atas, dalam menerapkan
hukum dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti
manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun sebenarnya dalam soal
hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Jadi, dasar pertimbangan Hakim Judex facti dalam pemeriksaan alat bukti
fotokopi sebagai alat bukti yang sah yaitu alat bukti berupa fotokopi Sertifikat
Hak Pakai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dapat ditunjukkan
kepada persidangan sertifikat aslinya atau dapat disesuaikan dengan sertifikat

yang asli.

3.3 Dasar dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus
Perkara No. 2191 K/Pdt/2000
Perkataan kasasi berasal dari perkataan Perancis “casser” yang berarti

memecahkan/membatalkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap
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putusan pengadilan di bawahnya itu diterima oleh Mahkamah Agung maka hal itu

berarti, bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena

dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya (Subekti,1980:1-2).

Terhadap putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri dapat
dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi. Demikian pula terhadap putusan
Pengadilan Tinggi dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-
pihak yang berkepentingan (pasal 10 (3), 20 UU 14/1970, 43 UU No. 14 tahun
1985).

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan
dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir (Sudikno
Mertohadikusumo, 1998 :202).

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan
membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan Hakim pada
tingkatan yang lebih tinggi (Supomo, 1958: 168-169).

Dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam
permohonan kasasi dipakai sebagai dasar pasal 30 UU No. 14 tahun 1985, yaitu
karena :

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,

2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan.

Kesalahan atau kekeliruan Hakim Judex facti di atas, dalam menerapkan
hukum dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti
manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun sebenarnya dalam soal
hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Dari alasan-alasan tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa di dalam
tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduk perkaranya atau faktanya tetapi
tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan
diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian dapat dipertimbangkan dalam
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4.1

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1.

4.2

Kekuatan alat bukti berupa fotokopi surat berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwa
fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang
terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih
dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukanlah bukti yang sah menurut
hukum. Yurisprudensi ini tidak berlaku lagi setelah adanya Putusan
Mahkamah Agung RI No. 2191 K/Pdt/2000.

Hakim Judex facti salah dalam menerapkan hukum terhadap alat bukti
fotokopi dimana Hakim Judex facti dengan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, memutuskan bahwa alat bukti
berupa fotokopi sertifikat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dapat
ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau dapat disesuaikan
dengan sertifikat yang asli sehingga putusannya dibatalkan oleh Mahkamah
Agung.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14
Maret 2001 bahwa alat bukti yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai yang
tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai bahwa
fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor
Pertanahan Kotamadya Dumai tersebut dapat diterima atau dijadikan sebagai

alat bukti yang sah.

Saran

1. Hakim Judex facti dalam memberikan putusannya hendaknya berhati-hati

dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan

masyarakat yang bergerak secara dinamis sehingga Hakim Judex facti tidak
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dapat menggunakan peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi
lama untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

Berdasarkan kesalahan atau kekeliruan Hakim Judex facti dalam menerapkan
hukumnya perkara di atas, hendaknya Mahkamah Agung lebih cermat dalam
mengawasi dan memperhatikan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding
atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung
dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-
pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku.
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HUKUM PERDATA :

"PERBUATAN MELAWAN HUKUM"

Kekuatan bukti fotocopy

KASUS POSISI :

Syafnil, warga dari Kelurahan Dumai Timur - memperoleh sebidang
tanah kebun seluas 3.125 M2 terletak di desa Teluk Binjai - Kec.
Dumai Timur.

Perolehan tanah tersebut didasarkan adanya Surat Keterangan
Kepala Kelurahan Teluk Binjai - Dumai Timur tanggal 20 September
1982 No. 393/25/TB/1982.

Diatas tanah kebun tersebut, sejak tahun 1985 oleh pemegang
haknya, Syafnil, telah ditanami dengan pohon pandan tikar, pisang
dan Kelapa unggul serta poheon-pohon rambutan. Tiap tahun
Syafnil memetik hasil tanaman tersebut dan mendapatkan
keuntungan yang lumayan dari pepohonan tersebut.

Padatahun 1994/1995, PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA di Duma:,
tanpa setahu Syafnil, telah melakukan penggalian parit dan
pembuatan jalan di sehagian tanah kebur yang digarap oleh
Syafnil tersebut. _ .

Luas tanah yang digali-untuk proyeknya PT. CALTEX PACIFIC
INDONESIA seluas 1.250 MZ dan seinua pepohonan dan tanaman
milik Syafnil ditebas dan dipotong habis.

Setelah Syafnil mengetahui sebagian dari kebun tanaman dan
buak-buahan digali habis tersebut, mengajukan keberatan dan
minta ganti rugi kepad= PT. CALTEX P. INDONESIA, baik harga
tanahnya maupun narga pepohonan yang dipotong habis tersebut.
PT. CALTEX P. INDONESIA menolak tuntutan dari Syafnil atas
kerugian yang dideritanya tersciut, dengan alasan bahwa tanah
kebun yang dikuasai dan digarap oleh Syafnil tersebut, merupakan
“bagian" dari tanah seluas 3.385, 46 Ha "Hak Pakai".PT. CALTEXP.
INDONESIA, berdasar atas Sertifikat Hak Paka: No. 76, tanggal 15

4 - VARIA PERADILAN Nn. 202

T T MR T T R

A.

B.

Oktober 1975 dan "Gambar Situasi® No. 637/1975 tanggal 16

Oktober 1975. !

Karena PT. Caltex Pacific Indonesia tetap berpendirian bahwa tanah

kebun yang digarap Syafnil tersebut adalah hak pakai PT. Caltex

dan tidak mengakui Hak Syafnil atas tanah tersebut berdasar Surat

Keterangan dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/1982,

maka Syafnil melalui Kuasa Hukumnya sebagai Penggugat

mengajukan gugatan terhadap PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA,
sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Dumai dengan tuntutan
yang pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.

2. Menyatakan "Surat Keterangan Tanah Kepala Kelurahan" No.
393/25/TB/1982 adalah sah dan berharga.

3. Menyatakan Tergugat melakukan "Perbuatan Melawan
Hukum®.

4. Menyatakan tanah tersebut milik Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat yaitu : :

- Kerugian tanaman Rp. 162.500.000,-
- Kerugian tanah Rp. 146.250.000,-
Jumlah Rp. 308.750.000,-

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)
kepada Penggugat Rp. 250.000,- per hari, bila Tergugat lalai
melaksanakan putusan ini.

7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun Tergugat
banding/kasasi. ; .

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

PENGADILAN NEGERI :

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai atas gugatan
tersebut, pihak Tergugat, "PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA®
mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa pihak Tergugatnya
masih belum lengkap, seharusnya iXcpala Kelurahan Teluk Binjai
Timur yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. 293/25/
TB/1982 kepada Pengqugat tersebut, ditarik sebagai Tergugat
dalam gugatan ini. Karena dalam gugatan ini pihak Tergugatnya
masih belum lengkap, maka gugatan ini seharusnya ditolak atau
tidak dapat diterima oleh Hakim.

Sedang terhadap materi pokok perkara, pihak Tergugat menolak

VARIA PERADILAN No. 202
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dan menyangkal tanah sengketa tersebut hak miliknya Penggugat.
bahwa “surat Keterarigan Tanah" yang diterbitkan oleh Kepalea
Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September
1982 dan diberikan kepada Penggugat adalah tidak termasuk hak-
hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 (1) Undang-undang
No. 5ftahun 1960, sehingga Surat Keterangan Kepala Kelurahan
tersebut bukanlah merupakan bukti tentang kepemilikan hak atas
tanah.

Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini dalam
putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi harus ditolak oleh Hakim dengan alasan bahwa pihak-pihak
yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata
tersebut adalah merupakan hak penuh dari Penggugat. Disamping
itu, gugatan ini adalah gugatan ganti rugi atas tanah Penggugat
yang tanamannya dimusnahkan oleh Tergugat tanpa izin dari
Penggugat.

Bukti yang diajukan Penggugat P. XVIIl - Surat Keterangan Kepala
Kelurahan No. 393/25/TB/1982 merupakan Surat yang dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, maka bukti surat keterangan ini adalah
sah dan berharga, sehingga Penggugat mempunyai hak atas tanah
terperkara. Surat ini merupakan pengakuan adanya "hak adat" atas
tanah yang dibuka oleh masyarakat dan oleh yang bersangkutan
telah diusahakan dan ditanami dengan tanaman-tanaman tumbuh
- vide PERMENDAGRI No.6/tahun 1972 pasal 11 jo PERMENTAN
dan AGRARIA No. 2/tahun 1962.

- Bukti yang diajukan pihak Tergugat T.1 dan T.1a berupa fotocopy

"Sertifikat Hak Pakai* dan Gambar Situasi tanah yang dikuasai oleh
Tergugat secara keseluruhannya.
Karena bukti ini berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan
Sertifikat aslinya karena itu, secara yuridis formal bukti fotocopy
sertifikat Hak Pakai tersebut - tidak dapat digunakan untuk
membuktikan hak Teraugat atas tanah sengketa.

Terbukti Tergugat telah menguasai/memakai "sebagian® tanah
Penggugat seluas 25 M x 56 M = 1.250 M2 yang digunakan untuk
kanal dan jalan tanpa pengganti kerugian kepada Penggugat.
Tergugat terbukti melakukan "Perbuatan Melawan Hukum® berupa
perusakan/pemusnahan tanaman tumbuh diatas tanah tersengketa
untuk proyek pembuatan kanal dan jalan PT. CALTEX PACIF!C
INDONESIA (Tergugat), sehingga Tergugat wajib menurut hukum

6 - VARIA PERADILAN No. 202
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memberi ganti rugi kepada Penggugat.

Perhitungan ganti rugi ini berdasar atas azas kepatutan dan

keadilan sebagai berikut :

- Harga tanah ditaksir Rp. 5.000,- per Meter x luas tanah
sengketa 1.250 M2 adalah Rp. 6.250.000,-
Sedangkan kerugian tanaman tumbuh = Rp. mc.o.ooo,- x 40
bulan adalah Rp. 20.000.000,- Sehingga ganti rugi seluruhnya
adalah Rp. 26.250.000,- ) )

Berdasar pertimbangan diatas, akhirnya _Smwm_.mm Hakim Pengadilan

Negeri Dumai memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili : .

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

- Menyatakan *Surat Keterangan Tanah" No. 393/25/18/1982,

tangaal 20 September 1982 adalah sah dan berharga.

Menyataken Tergugat melakukan *Perbuatan Melawan

Hukum®™.

- Menyatakan tanah yang digarap oleh Penggugat adalah sah
milik Penggugat. ) ) T

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat yaitu :

- _Amqummm SMmSm: Rp. 500.0C0,- x 40 bulan = Rp. 20.000.000,-

- Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 M2 = .ml_ul 6.250.000,-
Jumlah Rp. 26.250.000,-

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dar selebihnya.

PENGADILAN TINGGI :

Penggugat, Syafni! menolak puiusan Pengadilan —,._mmmz Dumai
tersebut diatas dan mengajukan pemeiiksaan Um:a_:m.. )
Maijelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini, mem-
berikan "putusan sela" yang memerintahka: kepada Pengadilan
Negeri untuk membuka kembali persidangan guna melakukan
pemeriksaan tambahan mengenai antara lain :

1. Kebenaran adanya Sertifikat Hak Pakai No. 76 tahun 1975 atas
nama NV. Caltex Pacific Oi' Company berubah PT. Caltex
Pacific Indonesia. o

2. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Birjai Timur.

Berita Acara Pemeriksaan Tambahan riemenuhi Putusan m.m_m.

kemudian oleh Pengadilan Negeri Dumai dikirimkan ke Pengadilan

Tinggi.

VARIA PERADILAN No. 202
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L

Setelah meneliti berkas i
perkara, maka Pengadilan Tinggi ber-
vm:an_uﬁ am_.:,zm pertimbangan dan putusan Hakim %mm;mim
wew_mﬂ”.cw_.am: Wosn_. dan tepat, sehingga diambil alih sebagai
: ngan Pengadilan Tinggi dalam mengadili
m:ﬁoso: banding tersebut. ’ R o
arena putusan Hakim pertama dinilai sudah benar j
é ¢ , maka dapat
a._x:u:nm_._ kecuali tentang eksepsi dan beaya perkara :mw:m
M__.hn_w.icsxm: dalam amar putusan.
irmya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi
amarnya sebagai berikut : & R
Mengadili :
- Zm_.._m_.m.s.m permohonan banding dari Penggugat Pembanding
"M_..m diajukan secara prodeo.
- emperbaiki putusan Pengadilan Negeri i
. geri Dumai, tanggal 3
.E”_ 1999 No. 05/Pdt.G/1999/PN.Dum sekedar Sm:mm:m.umamﬂ
putusan yang menyangkut Eksepsi dan bea
- Dalam Eksepsi : B -
Menolak Eksepsi dari Tergugat.
- Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
. :_u;ﬂnﬂ sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri.
enghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar beaya
voqrm..«m Qm_.m_.: kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding saja sebesar Rp. 60.000,-

MAHKAMAH AGUNG :

.Wm.x wn:.nm:n.ﬁ maupun Tergugat menolak putusan Pengadilan
inggi .xﬁ: di vmxmq.._cm_.:, terseobut diatas dan keduanya mohon
Mmamm.__n_mmg kasasi sebagai Pemohon Kasasi | dan Pemohon
asasi engan mengemukakan keberatannya dal i
xmm.mm.m.gm masing-masing. £ Jy man
w._cﬂ_.m_mm:”;ﬂ:wmamw >ﬂc=o yang mengadili perkara ini dalam
a memberikan pertimbangan h inti
i gan hukum yang intinya
whm_m_.m gm:xmi.mz }oc:m menolak keberatan yang diajukan oleh
emohon Kasasi |, m<m.3__. karena keberatan yang diajukan tidak
Jm_.:vmxm: dasar hukum untuk kasasi, sebagaimana vang
M:“S_mmcn dalam pasal 30 UU No.14/tahun 1985.
elanjutnya mengenai keberatan ad. 2 dan ad. 3 iaj
. % . 3 yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi Il (PT. Caltex Pacific Indonesia) Majelis
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Mahkamah Agung dapat menerima dan membenarkan, sehingga
mahkamah Agung menilai bahwa putusan Judex facti telah
melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dalam mengadili
gugatan tersebut, sehingga putusan Judex facti tersebut harus
dibatalkan dan selanjutnya Maijelis Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Majelis Mahkamah Agung ini didasari oleh pertim-
bangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :

Menurut pasal 13 (3) (4) Peraturan Pemerintai No.10/tahun 1961,
ditentukan bahwa Seriifikat adalah tanda bukti hak tanah, yang
menurut pasal 19 (2) C UU Pokok Agraria, berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Dengan berpegang pada ketentuan hukum tersebut diatas maka
“Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai - Kec. Dumai
Timur" tanggal 20 September 1982 No.393/25/TB/1982 yang iuga
ditandatangani oleh Camat Dumai Timur, adalah tidak
membuktikan hak milik Penggugat atas tanah sengkata.

Dengan pendirian ini, maka putusan Judex facti yang mendasarkan
kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa berdasar pada "Surat
Keterangan Kepala Kelurahan™ tersebut, haruslah dibatalkan. .
Meskipun Tergugat tidak dapat-memperlihatkan “asli® dari
Sertifikat Hak Pakai* No.76, namun pada fotocopy sertifikat yang
diajukan bersama-sama dengan Memori Kasasi, ternyata telah
tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kodya Dumai,
bahwa fotocopy sertifikat Hak Pakai No.76 tersebut sesuai dengan
data yang ada di Kantor Pertanahan Dumai. Dalam keadaan yang
demikian ini, maka fotocopy sertifikat a'quo dapat diterima dan
dijadikan bukti bahwa Tergugat asal adalah pemegang Hak Pakai
atas tanah seluas 3.385 Ha hak pakai mana akan berakhir tanggal -
11 Agustus 1982.

Dengan demikian sejak 15 Oktober 1975 sampai dengan tanggal
11 Agustus 1989, masa berlakunya "Hak Pakai Tanah" No. 76, maka
tanah tersebut adalah haknya Tergugat. Namun ternyata Tergugat
membiarkan sebagian tanah hak pakai tersebut telah digarap dan
ditanami oleh Penggugat Asal sampai dengan tahun 1994/1995
saat Tergugat membuat parit kanal dan ja'an untuk kasperluan
Tergugat.

Sejak tanggal 11 Agustus 1839, saat herakhirnya Hak Pakai
Tergugat atas tanah tersebut, maka tanah terseburt langsung
dikuasai oleh Negara, sehingga baik Teryugat maupun Penggugat
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tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut.
Perbuatan Tergugat yang merusak tanam-tanaman milik
Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang
seharusnya dimiliki oleh sessorang dalam pergaulannya dengzan
ww«m:.ﬁ.éw.%m masyarakat atau terhadap harta berida orang _m_wz
rbuatan Tergugat man a i .
e xm_.zwmmm. ana tel :_Ba:um_x_cm;m: Penggugat
Perbuatan Tergugat tersebut merupakan *Perbuatan Melawan
Hukum® dan ia harus membayar ganti rugi atas tanaman-tanaman
_um:nm:um.: yang dirusak oleh Tergugat tersebut.
Mengenai Ummquxm ganti rugi atas rusaknya tanaman-tanaman
Wm:mocnmﬂ vang dirusak oleh Tergugat tersebut berdasar atas asas
“epatutan dan asas keadilan oleh Majelis Mahkamah Agung
ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan pertimbangan
L:am.x facti yang diambil alih oleh Majelis Mahkamah Agung
menjadi mm:mﬂcm:mm::ﬁ sendiri.
Mengenai tuntutan "uang paksa" ditolak oleh E_m_“mzm Mahkamah
Agung, karena gugatan ini mengenai pembayaran sejumlah uang
Tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, harus n_:o_mx.
karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang _u.ﬁH
kekuatan tetap dan dapat segera dilaksanzkan.
Berdasarkan pertimbangan diatas akhirnya Majelis Mahkamah
Agung memberi putusan :
Mengadili :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I.
- Mengabulkan permohonan kasasi cari Pemohon Kasasi I
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru
quﬁmﬂ.. 24 November 1999 No.79/Pdt/1539/PT.R yang mem-
perbaiki putusan Pengadil i i
ool gad.lan Negeri Dumai No. 05/Pdt/G/1999/
Mengadili Sendiri :
- Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tcrgugat.
- Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Terguga: melakukan “Perbuatan Melawan
Hukum*,
- Menghukum Tergugat untuk membavar ganti rugi kepada

‘Penggugat sebesar Rp. 20.000.9C0,- (dua puluh juta rupiah).
- Menolak gugatan selebihnya.

CATATAN :

e Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah
Agung tersebut adalah sebagai berikut :

e Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi telah mengajukan bukti berupa fotocopy
“Sertifikat Hak Pakai Tanah" yang tidak dapat ditunjukkan kepada
persidangan "Sertifikat Aslinya" atau tidak dapat disesuaikan
dengan Sertifikat yang asli, sehingga oleh Judex facti secara Juridis
formal - fotocopy Sertifikat tersebut tidak dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah Vide Jurisprudensi MA-RI No. 701 K/Sip/1974.
Selanjutnyze, ketika Tergugat mohon kasasi, bersamaan dengan
mengajukan Memori Kasasi diajukan lagi bukti fotocopy Sertifikat
yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri diatas, namun saat
diajukan ke Mahkamah Agung dalam fotocopy tersebut telah
dicantumkan "Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan" yang
menerangkan bahwa fotocopy Sertifikat tersebut sesuai dengan
data yang ada di Kantor Pertanahan".
Bukti fotocopy yang demikian ini, maka Mahmakah Agung
berpendirian dapat menerima dan dapat dijadikan sebagai alat
bukti syah yang membuktikan bahwa Tergugat adalah pemegang
Hak Pakai Tanah tersebut.

e Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

L Pengadilan Negeri di Dumai :
No. 05/Pdt.G/1999/PN.DUM, tanggal 3 Juni 1999.

. Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru :
No. 79/Pdt/1999/PT.R, tanggal 24 November 1999.

™ Mankamah Agung Rl :
No. 2751. K/Pdt,2000, tanggal 14 Maret 2001.

Majelis terdiri dari : My. Mariana Sutadi, SH sebagai Ketua sidang dengan
Hakim Anggota Achmad Syamsuddin, SH serta Panitera Pengganti

Suwidya Abdullah, SH.LLM.
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|PENGADILAN NEGERI |

PUTUSAN
No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

._ueammn_:w: Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata; telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam persengketaan para pihak :

m<>m_,___.“ Pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di JI. Jend. Sudirman/Pelabuhan
Sesmik Kelurahan Dumai Kota Kec. Dumai Timur, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

melawan
PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Jakarta, Cq PT. Caltex Pacific Indonesia

ﬁv: di Rumbai, Cq PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Duinai, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertaiiggal 02 iviaret 1999,
yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negzri Dumai di bawah register
No : 05/Pdt/G/1999/PN.DUM, telah menarik pihak tergugat tersebut dalam sengketa,
yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa _umamacam. mempunyai sebidang tanah seluas 25 M x 125 M2 = 3.125 M2
yang terletak di RT. 11 RW. IV Bumi Ayu, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai
Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan 25 M ;

- Sebelah Timur dengan Idris 125 M ; ;

- Sebelah Selatan dengan Pipa 25 M ;

- Sebelah Barat dengan Tuah 125 M; ,

Yang Penggugat peroleh dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur

berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala K2lurahan Teluk Binjai Nc.
393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 dar. t2lah d'ketahui oleh Camat Dumai Timur.

Bahwa semenjak Penggugat memperoleh tanah tersebut, Penggugat telah
mengusahakan/mengerjakannya dengan menanami berbagai macam tanaman baik
tanaman muda maupun tan2man tua, antara lain :

1. Pandan Tikar sebanyak 4 rumpun;
2. Pisang sebanyak 18 rumpun ;
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Serai sebanyak 64 rumpun ;

Kelapa Unggul sebanyak 12 pokok;
‘Rambutan Binjai sebanyak 5 pokok;

Diawal tahun 1985, pandan tikar, pisang dan serai telah mendatangkan hasil,
sedangkan Kelapa Unggul dan rambutan Binjai baru mendatangkan hasil di tahun 1991,
dan ditahun 1985 Penggugat menanam lagi 3 rumpun pisang, tahun 1986 sudah
menghasilkan.

Bahwa ditahun 1994-1995 Tergugat telah menguasai sebahagian tanah Penggugat
tersebut dengan cara menggali tanah Penggugat dengan cara menggali tanah Penggugat
dengan membuat parit/kanal dan jalan keperluan PT. Caltex Pacific Indonesia di Dumai
seluas 25 M x 50 M = 1.250 M2 dengan tanpa seizin dari Penggugat.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat semenjak membuat kanal parit di tanah
Penggugat tersebut, Penggugat sudah kehilangan/tidak dapat lagi mengambil hasil
tanaman-tanaman yang ada karena semua tanaman yang Penggugat tanami sudah
habis karena penggalian/pembuatan Parit/kanal dan jalan PT. Caltex Pacific Indonesia

di Dumai tersebut;

Sehingga sangat merugikan bagi penggugat, yang biasa setiap tahunnya Penggugat
mendapat hasil sebagai berikut : )

Pisang 18 rumpun + 3 rumpun = 21 rumpun x Rp. 500.000/tahun Rp. 10.500.000.-

ey

2. Pandan tikar 4 rumpun x Rp. 2.000.000/tahun Rp. 8.000.000,-
3. Serai 64 rumpun x Rp. 1.500.000/tahun Rp. 9.600.000,-
4. Kelapa Unggul 12 pckok x Rp. 200.000/tahun Rp. 2.400.000,-
5. Rambutan Binjai 5 pokok x Rp. 400.000/tahun Rp. 2.000.000,-
Jumlah keseluruhannya/tahun Rp. 32.500.000,-

Sedangkan Manggugat sejak dibuatnya parit/kanal dan jalan oleh Tergugat tahun
1994-1995 sainpai saat ini sudah 5 (lima) tahun Penggugat tidak mengambil hasil dari
tanaman-tan2man Penggugat tersebut, dengan demikian kerugian Pznggugat sebesar
5 tahun x 32.5020.690,- = Rp. 162.500.000,- Tanah Penggugat yang telah dikuasai Tergugat
dengan membuat paritkanal dan jalan 25 M x 50 M = 1.250 M2, Penggugat telah
dirugikan dengan harga Rp. 125.000/meter, jumlah 1.250 M2 x Rp. 125.000,- =

Rp.146.250.000,-

Jadi jumlah kerugian Penggugat keseluruhannya yang harus dibayar oleh Tergugat
kepada Penggugat, yaitu sebesar :

- Kerugian tanaman-tanaman Rp. 162.500.000,-
- Kerugian tanah . Rp. 146.250.000,-
Jumah Rp. 308.750.000,-

Terbilang (Tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sebelum Tergugat menguasai tanah Penggugat untuk membuat paritkanal
dan jalan, terlebih dahulu sudah ada pengecekan kelapangan (Tanah Penggugat)
mengenai tanaman yang ada oleh Pemerintah Daerah yaitu dari Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Disas Perkebunan Kabupaten Dati Il Bengkalis yang diketahui
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Camat Dumai Timur dan Kepala Kelurahan Teluk Binjai guna memperhitungkan kerugian
Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat, dan hasil pengecekan telah disampaikan
kepada Tergugat namun setelah pengecekan dilakukan tidak ada realisasi penyelesaian
pembayaran ganti ruginya;

Bahwa Penggugat telah berupaya beberapa kali menghubungi Tergugat baik
nm:.nm: surat maupun secara langsung Penggugat pernah datangi Kantor PT. Caltex
_umm:.,.n Indonesia di Dumai dan bertemu dengan bagian pertanahan Bapak Drs. Dedi L.
Bakri menuntut ganti rugi tanah dan tanaman dan memberi photo copy surat tanah
dan photo copy surat tanaman yang dikeluarkan Dinas pertanian tanaman pangan/
D.:m.m vm_.‘rmc::m: Tingkat Il Kabupaten Bengkalis di Dumai, agar dapat menyelesaikan
ganti rugi kepada Penggugat dengan baik, namun tidak ada hasilnya, bahkan hz! tersebut
sudah pernah Penggugat sampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat (Bupati, Wali
Kota, nm:_.mr Lurah Teluk Binjai), juga tidak ada tanggapan dari Tergugat ,r.:::x
menyelesaikannya dengan baik, bahkan Tergugat menunjukkan itikad tidak baiknya
mm”mm: demikian jelaslah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang Bm_mimg_

ukum;

Bahwa akibat tergugat tidak mau mengganti rugi k2pada Penggugat walaupun
vm:mn:mﬁ telah berusaha berulang kali menagihnya namun tidak mendapat tanggapan
penyelesaian dari Tergugat;

Maka tidak mam. jalan lain terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak
Ketua _umamwn:_m: Negeri Dumai, agar hal ini menjadi perkara guna mendapatkan
penyelesaiannya secara hukum.

o mm:s..m Penggugat khawatir nantinya Tergugat tidak akan mau memenuhi Putusan
ini, untuk itu kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai menghukum Tergugat
dengan uang paksa (Dwangsom) apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini sebesar
Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dilaksanakan.

mm.ammm}m: uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Dumai dapat menjadikan ini suatu perkara, dengan memanggil
vm:mmcmmn dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang akan Bapak tentukan, dan
selanjutnya berkenan memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakar Surat Keterangan Tanah yang dimiliki Penggugat No.393/25/TB/1982
targgal 20 September 1982 adalah syah dan terharga;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Tergugat adalah sah milik Penggugat;

5. Z_m:m:cx:q.: ._.mam_._mmg untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
- Kerugian tanaman-tanaman Rp. 162.500.000,-
- Kerugian tanah Rp. 146.250.000,-

Rp. 308.750.000,-

Berjumlan sebesar
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Terbilang (Tiga ratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai

sekaligus;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya,

apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;

'enghukum Terguaat untuk memhayar biaya perkara yang timbul akibat perkara

ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat band-
- ing maupun Kasasi ;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya; .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat
datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap kuasanya
Sigit Soenarso, SH Advokat dan Pengacara berkantor di Kav Polri C - 726 Jelambar
Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengusahakan Penyelesaian perkara
ini secara damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
pembacaan surat Gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Penggugat
mengatakan tetap pada isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah
menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal C8 APril 1999 yang pada dasarnya
berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Para Pihaknya tidak/kurang lengkap : .

1. Bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo, bahwa Penggugat dalam
dalil-dalil posita gugatannya menyatakan, bahwa ia Penggugat telah memperoleh
sebidang tanah seluas 25 M x 1256 M = 3.125 M2, terletak di RT. 11 RW. IV Bumi
Ayu, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur dari Kepala elurahan Teluk
Binjai, Kecamatan Dumai Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan
olet Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982;

2. Bahwa oleh karena surat keterangan Nu.393/25/78/1982 tanggal 2C September
1982 tersebut yang mengeluarkan/menerbitkan adalah Kepala Kelurahan Teluk
Binjai, mcka untuk menjelaskan asal usul tanah tersebut dan dasar hukum
diterbitkannya Surat Keterangan No. 393/25/TB/1982 oleh Kepala Kelurahan Teluk
Binjai maka Kepala Kelurahar: Teluk Binjai tersebut harus turut menjadi pihak dan/
atau digugat dalam perkara a nuo;

3. Bahwa dengan tidak turut dijadixannya pihak/atau digugatnya oleh Penggugat,
Kepala Kelurahan Teluk Binjai dalam perkara a quo maka jelas dalam perkara a
quo tidak/kurang lengkap pihaknya, dan oleh karenanya gugatan 2 quo ditolak
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat dengan hormat mohon

sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai menolak atau setidak tidaknya

menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo.
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Dalam Pokok Perkara :

1.

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan M.m: Ter i

. gugat dalam Eksepsinya
tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dalam d iadibont
dalam pokok perkara ini ; ) e o

Bahwa ditolak oleh Tergugat semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya )

tersebut, kecuali yang dengan secara tegas diakui keberarannya oleh Tergugat;

Bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo, bahwa P

dalil-dalil positanya antara lain telah Bm_._<m8xu:n bahwa ia, vﬂ...:ﬂﬂ:cﬂmmnﬂnﬂwmﬂ
memperoleh sebidang tanah dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai berdasarkan Surat
Keterangan No.393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kelurahan Teluk Binjai dan bahwa diatas tanah tersebut Penggugat telah
pula Bm:mamam dengan berbagai tanaman muda maupun tanaman tua, sehingga
dalam petitumnya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar m:_u.m<m tanah
sengketa tersebut dinyatakan sah sebagai miliknya dan menuntut agar Tergugat
3m33m<m-. ganti rugi sebesar yaitu kerugian tanaman-tanaman Rp. 182 500.000,-
dan kerugian tanah Rp. 146.250.000,- sehingga seluruhnya berjumlan mmm_mmmq
Rp.308.750.000,- {tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima pulih ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kemudian jadi
pertanyaan, benarkah dan/atau sah menurut hukumkah um...ﬂﬂﬂ._wwaﬂd:m:oﬁﬂ
Penggugat berdasarkan surat keterangan No.393/25/TB/1982 tanggal 20 Septem-
ber 1932 yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai
tersebut atau dangan perkataan lain, apakah berdasarkan surat keterangan No
393/25/7B/1982 tanggal 20 September 1982 yang dikeluarkan/diterbitkan o_m:.
Kepa!s Kelurahan Teluk Binjai tersebut dengan sendirinya Penggugat telah
memperoleh hak milik atas tanah tersebut ?:

4.1. Bahwa nerlu kiranya dimohon perhatian Pengadiian, bahwa sebagaimana
telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria No. 5
E.:c.._ 1660, bahwa yang dimaksud dengan Hak-hak atas tanah tersebut F_r:
: *hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak
mambuka tanah, hak memungut hasil nutan dan hak-hak lain yang .mnmw
.Uo:%nw:x n“F_.: hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan

ndang-undang serta hak-hak i i
g nm_mw S yang sifatnya sementara sebagai yang

4.2. Bahwa surat keterangan No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang

E casu dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala ¥elurahan Teluk Binjai tersebut
tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ummm_,
16 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1960 tersebut, yang berarti bahwa
surat keterangan No. 393/25/TB/1352 tanggal 20 September 1962 tersebut
bukanlah merupakan bukti tentang pemilikan hak-hak atas tanah;

Bahwa andaikata benar quod non ‘bahwa surat keterangan No. 393/25/TB/
1982 ianggal 20 September 1532 tersebut dianggap sebagai hak membuka
tanah dan/atau hak memungut hasil hutan, maka kiranya dimohon pula
perhatian Pengadilan sebagai berikut :

Bahwa Boedi Harsono, SH dalam ccx:1<m "Agraria, Sejarah Penyusunan,
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4.3.

Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria®, bagian pertama, jilid kedua, Penerbit
Djambatan, Jakarta 1971 pada halaman 329 telah mengemukakan sebagai
berikut : *pengertien dan isinya, hak membuka tanah dan hak memungut
hasil hutan bukanlah kak atas tanah, karena tidak memberi wewenang untuk
mempergunakan tanah tertentu; s

Kedua hak itu merupakan *pengenjawantahan® dari hak ulayat oleh karenanya
dimasukkan aalam golongan hak-hak agraiia yang buxan hak atas tanch
(uraian no. 89 dan 103) menurut penjelasan pasal 46 hak-hak itu adalah hak-
hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah dan dalam sistimatik hukum
adat dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah ;

Dengan membuka tanah maka dapat diperoleh hak atas tanah, jika tanah
yang dibuka itu kemudian benar-benar diusahakan dengan mempergunakan
hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh
hak milik atas tanah, demikian ditegaskan dalam pasal 46 ayat 2, untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanahnya ia masih harus membuka dan
mengusahakannya menurut ketentuan dalam keputusan Menteri Agraria No.
SK.112/Ka/61 pembukaan tanah tanah yang dilakukan dengan iiin pejabat-
nejabat yang disebut dalam keputusan itu memberi wewenang kepada yang
bersangkutan untuk memakai/mengusahakan tanahnya selama 3 musin
berturut-turut, jika tanah itu akan dipakar untuk jangka waktu yang lebih lama
maka diperlukan adanya pemberian hak secara khusus : hak milik, hak guna
bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai (digaris bawahi oleh Tergugat);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa hak membuka
tanah dan hak memungut hasil hutan tersebut bukanlah hak atas tanah, dan
bahwa dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan tersetut secara
sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah, demikian pula
dengan pembukaan tanah yang dilakukan dengan ijin pejabat hanyalah
memberi wewenang kepada yang bersangkutan untuk memakai/
mengusahakan tanahnya selama 3 musim berturut-turut.

Dan, apabila tanah tersebut akan dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama
maka diperlukan adanya pemberian hak secara khusus, yaitu dengan hak
milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai;

Bahwa disamping itu, perlu kiranya dimohon pula perhatian Pengadilan,
bahwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan
Agraria No.2 tahun 1962 tentang "Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas
hak-hak Indonesia atas tanah”, maka ditegaskan bahwa sejak mul3i berlaku-
nya Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 maka atas tanah bekas
hak-hak Indonesia harus ditegaskan konversinya dan didaftarkan hak atas
tanahnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku i.c. Peraturan
Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah
No.10 tahun 1961 tentang "Pendaftaran tanah" ;

Bahwa pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962
berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan untuk pcnegasan tersebut dalam pasal 1 mengenai hak-han
yang telah diuraikan dalam sesuatu hak tanah yang dibuat menurut Peraturan
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Menteri Agraria No.9 tahun 1959, Ordonantie tersebut dalam S. 1873-38
vm_.mﬂ._._am_._-nm_.w::m: yang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta aws.
keresider.an Surakarta, Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat, diajukan
kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan disertai : Tanda
bukti haknya dan tanda bukti kewarganegaraan yang sah .....dst" (digaris
bawahi oleh Tergugat) ;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka jelas bahwa ketentuan-
ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 dan
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 telah dilaksanakan didaerah Riau,
sehingga dengan demikian berarti, bahwa sejak mulai berlakunya Undang-
undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, bagi mereka yang telah membuka
tanah dan akan dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama, maka mereka
harus menegaskan konversi atas tanahnya tersebut dan mendaftarkan hak
atas tanahnya agar diperoleh sesuatu hak atas tanah, yaitu hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai ;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
No.2 tahun 1962 tersebut dinyatakan, bahwa :

Jika didserah-daerah dimana Peraturan Pemerintah No. 10tahun 1961 sudah
mulai diselenggarakan terjadi perbuatan hukum sebagai dimaksudkan dalam
pasal 4 dan tidak dimintakan penegasan konversi menurut ketentuan-
xmnmq,_:._m: Peraturan ini, maka hak yang bersangkutan dianggap sebagai hak
pakai dengan jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunva Undang-
undang Pokok Agraria dan sesudah jangka waktu tersebut lampau tanahnya
menjadi tarah Negara® ; (digaris bawahi oleh Tergugat) ;

4.4. Bahwa oleh karena itu, bérdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa andaikata
benarquod non bahwa Surat Keterangan No.393/25/TB/1982 tanggal 20 Sep-
tember 1982 tersebut dianggap sebagai tanda bukti bahwa Penggugat telah
membuka tanah akan tetapi oleh karena telai; e/nyata hahwa hingga
sekarang Penggugat belur"menegaskan konversi awas tanah tersebut dan
mendaftarkan hak atas tanahnya;

Bahwa disamping itu, andaikata benar quod non tanah sengketa tersebut oleh
Penggugat telah ditanami oleh tanaman-tanaman muda maupun tanaman tua,
antara lain : pandan tikar, pisang, Serai, Kelapa Unggul, dan Ramtutan Binjai,
maka oleh karena telah ternyata bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah milik
dan/atau belum menjadi milik Penggugat (apalagi jika tanah tersebut ternyata
adalah milik pihak lain dan Penggugat menanaminya tanpa seijin dari pemiliknya);

Maka jelas, bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat rusaknya tanaman-
tanaman tersebut yang dizebabkan karena adanya nenggalian parit/kanal dan jalan
o_mﬂ.ﬂmqmcum" adalah merupakan resiko dan tanggung jawab dari Penggugat
sendiri;

5.1. Bahwa oleh karena itu, bercasarkan keriyataaii-kenyataan tersebut diatas,
oleh karena telah ternyata bahwa dalam perkara quo Penggugat bukanlah
remilik hak ctas tanah sengketa tersebut, maka tuntutan ganti rugi oleh
Penggugat atas tanah dan tanaman-tanaman tersebut haruslah ditolak, karena
tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum:
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Bahwa kiranya dimohon perhatian Pengadilan, bahwa sebagaimana ternyata dari
sertifikat Hak Pakai No. 76 tanggal 15 Oktober 1975 bahwa Tergugat adalah
pemegang Hak Pakai atas tanah seluas 3.385,46 Ha, terletak di Desa Dumai Kota,
Pangkalan Sesai, Tanjung Palas dan Bagan Besar, Kecamatan, Kabupaten

‘Bengkalis; (bukti tertanda T-1) ;

6.1. Bahwa sebagaimana terlihat dari lampiran Sertifikat Hak Pakai (Vide T-1)
tersebut, bahwa luas tanah terseuut diatas merupakan sisa tanah setelah
dikurangi dengan luas tanah yang telah dikembalikan kepada Pemerintah
dan/atau'dipakai oleh Pertamina yang keseluruhannya adalah seluas 704,54
Ha;

6.2. Bahwa sebagaimana terlihat dari surat Tergugat No.467 tanggal 31 Agustus
1998 yang ditunjukkan kepada Penggugat bahwa oleh Tergugat telah
diberitahukan dan/atau dijelaskan kepada Penggugat, bahwa tanam-tanaman
tersebut telah ditanam oleh Penggugat diatas tanah Hak Pakai Tergugat/
Pertamina dengan tanpa ijin, yang berarti bahwa tanah yang oleh Penggugat
dinyatakan sebagai miliknya tersebut sebenarnya adalah merupakan
sebagian dari tanah hak pakai Tergugat (Vide T-1); (bukti, tertanda T-2) ;

6.3. Bahwa meskipun tanam-tanaman tersebut telah ditanam oleh Penggugat
diatas tanah Hak Pakai Tergugat, namun demikian sebagaimana ternyata
dari surat Tergugat No.67/98/PA tanggal 3 Agustus 1998 yo. Tanda Terima
tanggal 22 September 1994, bahwa melalui Kepala Kelurahan Teluk Binjai,
Drs. M. Rasyid Tergugat telah memberikan beras sebanyak 400 Kg sebagai
pengganti kerugian atas tanam-tanaman masyarakat yang terkena proyek
pembuatan kanal tersebut; {(bukti tertanda T-3 dan T-3.a.);

6.4. Bahwa sehingga dengan demikian jelas, bahwa berdasarkan kenyataan-
kenyataan tersebut diatas maka telah tidak ierbukti bahwa dalam perkara
a quo Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan oleh karenanya gugatan a quo
haruslah ditolak untuk keseluruhannya, karena tidak beralasan dan tidak
berdasarkan hukum;

Bahwa perlu kiranya dijelaskan, bahwa sebagaimana terlihat dari Surat Tergugat

No. 67/98/PA tanggal 3 Agustus 1998 (Vide T-3), bahwa perbuatan kanal/parit oleh

Tergugat pada tahun 1994-199> tersebut adalah dimaksudkan untuk pengamanan

tanki-tanki pengumpulan minyak mentah dari kemungkinan terjadinya bahaya

kebakaran, sehingga apabila terjadi kebakaran maka dengan adanya parit/kanal
tersebut dapat diharapkan api tidak akan meluas kemana-mana, jadi api dapat
dilokalisir;

7.1. Bahwa kepentingan umum zuih penting dari pada kepentingan pribadi atau
perorangan, apa lagi narit/kanal tersebut dibuat diatas tanah hak pakai
Terguaat sendiri, sehingga jelas tidak merugikan pihak lain dan/atau
Penggugat;

7.2. Bahwa oleh karena itu adalah tidak benar dalil-dalil Penggugat dalam surat
gugatannya tersesbut yang menyatakan bahwa dalam perkara a quo Tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dzlil-ualil
tersebut haruslah ditolak, karena tidak beralasan uan tidak berdasarkan
hukum ;
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8.

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Ter: <

gugat agar mcmbayar uang paksa
Hoi%ﬂu_m.w:.: NMMMM_. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) wM:_w:
apabila lalai m nakan putusan, maka kiranya dimoho hati i
i sty y: n perhatian Pengadilan

8.1. Bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo telah menuntut
Tergugai membayar ganti rugi, yaitu “erugian tanam-tanaman sebesar
Rp.162.500.000,- dan kerugian tanah sebesar Rp. 146.250.000,-

mm:_:am.u nmmm._:q::u::(_m menjadi sebesar Rp. 308.750.000,- (tiga ratus
delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti, bahwa dalam
perkara a quo Penggugat telah menuntut sejumlah uang ;

8.2. Bahwa .Z!-xmBmz Agung dalam putusannya tanggal 26 Februari 1973 No.
791 K/Sip/1972 telah memutuskan sebagai berikut : *Uang Paksa (Dwangsom)
H_n..-x ganag B_G_ruawu tindakan untuk membayar uang” ; (Vide *Rangkuman

urisprudensi Mahkamah Agung Indonesia I, Hukum Perd
Perdata halaman 274) ; it

8.3. Bahwa amizmq._ pula Prof. DR. R. Supomo, SH dalam bukunya *Hukum Acara
_um.wama Pengadilan Negeri", cetakan ke -lima (EYD), pada halaman 131 antara
lain telah mengemukakan sebagai berikut :

“MR. d_..o Swan Ting, daiam catatannya di Hukum th. 1975 No. 1-2 hal. 133
menulis, bahwa beberapa Pengadilan Negeri sering menggunakan _mivmmm_
uang vm.ﬁ.m. yang besarnya ditetapkan untuk setiap hari Tergugat tidzk
memenuhi perintah melakukan suatu perbuatan, tanpa menyesuaikan
besarnyauang paksa dengan kerugian yang diderita dalam hal perintah atau
larangan demikian dilanggar. [

_._.n_._<n demikian MR. Ting Swang Tiong da'am hal perbuatan yang harus
dilakukan atau dilarang itu tidak dapat dinilaikan dalam harga uang, barulah
lembaga u=ng paksa itu, tanpa bertentangan dengan hukum materiil, dapat
BmEum_ﬁa bantuan secara paksaan tidak langsung supaya hukum materiil
diwujudkan®, (digaris bawahi oleh Terpugat);

8.4. Bahwa oleh karenas itu, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas,
maka permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat
tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan Undang-u ndang dan
Hukum yang berlaku ;

wm”sﬂm Bm_.“umznm umﬂ:o:o:m: Penggugat agar keputusan dapat dijalankan terlebih
ahulu walaupun ada Banding maupun kasasi maka dimoho - i
Pengadilan sebagai berikut : ey pesaien

9.1. Bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 03 tahun 1978 tanggal

4.?2: 1978 .mm_mz menegaskan kembali tentang pelaksanaan lembaga
uitvoerbaar bij voorraad tersebut sebagai berikut :

z_mxw dengan ini nwmmwmrm.: kembali kepada Saudara agar Saudara Tidak
.._._m:_n»_.__.-ﬂ:.mmucacwn: “Uitvoerbaar Bij Yooraad" walaupun syarat-syarat
daiam pasal 150 ayat 1 HIR/191 ayat i R.Bg. telah dipenuhi.

Jm:ﬁ. dalam am_”:m._ yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang
sangat exceptionil sifatnya dapat dijatuhkan, Dengan mengingat syarat-syarat
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-

yang tercantum dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975
tanggal 1 Desember 1975 ; (digaris bawahi oleh Tergugat) ;

Bahwa sehingga dengan demikian jelas, bahwa hanya dalam hal-hal yang
tidak dapat dihindarkan dan yang sangat exceptional sifatnya, maka
keputusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut dapat dijalankan ;

9.3. Bahwa ternyata, sebagaimana terlihat dari surat gugatan a quo, bahwa tidak
ada hal-hal yang sangat mendesak dan sangat exceptional sifatnya sehingga
permohonan Penggugat agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan
terlebih dahulu, haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak
berdasarkan hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat dengan hormat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai kiranya berkenan untuk memeriksa dan

memutus perkara a quo seperti berikut :

Dalam Eksepsi :
= Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
a quo.
Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan repliknya tertanggal
15 April 1999, cemikian juga pihak Tergugat ielah menyampaikan dupliknya tertanggal
22 April 1999; ‘

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat
dimuka sidang telah mengajtkan bukti Surat P.l s/d P.XXI yang terdiri dari :

1. Foto copy Nnta Operator UP. Il. 31244 tertanggal 06 September 1998 (P1.);

Z. Copy memo kasat Serse Folres Bengkalis tanpa tanggal (P1);

3. Copy Surat Camat Dumai Timur tanggal 26 Juni 1998 (P.Ill);

4. Copy kesimpulan daii Penggugat | Barita Simbolon dalam perkara peraata No.13/Pdt/G/1994/

PN.DUM tertanggal 19 Desember 1994 ; (PIV); :

Copy daftar tanaman dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Dati Il Bengkalis tidak

bertanggal (P.V); ;

6. Copy Surat keterangan kredit No.04/DK/1994, tertanggal 31 Mei 1994 (RVI;

7.  Copy surat tanggal 15 Nopember 1995 (PVII);

8.  Copy surat tanda Penerimaan laporan No : 504/K/VII/1998, tertanggal 27 Juli 1998 {PVIII);

9. Copy surat menuntut ganti tanaman/tanah tertanggal 20 Agustus 1998 (P.IX);

10. Copy surat keterangan Miskin No. 27/DK/1998, tertanggal 27 Juli 1998 (P.X.);

11. Copy Nota Bupati Bengkalis tertanggal 22 Juni 1998 (P.XI);

12. Copy KTP Atas nama Syafnil (P. XII)

13.  Copy Majalah Tuan Sakti Edisi Juni-Juli 1998 (P.XIII);

14. Copy Surat tertanggal 14 Pebruari 1999 (P.XIV);

15. Ccpy Surat Camat Durrai Timur No. 100/Pem/1084 tertanggal 16 Septembaor 1998 (P.XV);

16. Copy Surat Walikota Dumai No. 592.2/PEM/08.03, tertanggal 08 September 1998 (P.XVI);

17. Copy Surat Team Manager Bidang Pertanahan dan Pertanian Caltex No. 467, tertanggal 21
Aoustus 1998 (P.XVII);

18. Copy surat keterangan No. 393/25/TB/1982, tertanggal 20 September 1982 (P.XVIII);

o
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19.  Copy surat keterangan No.393/25/TB/1982 T

¢ , tertanggal 20 S .
20. Copy Surat tertanggal 18 Agustus 1998 (P.XX); = Sy T,
21.  Copy Surat tertanggal 25 Juni 1998 (P.X1);

Menimbang, bahwa bukti Surat Pl s/d PXXI di be
i - g iatas, sel -
cukup dan cocok/sesuai dengan Surat aslinya; uruhnya telah bermeterai

Menimbang, bahwa pihak Pen
o A ) ggugat telah merasa cukup dengan bukti
diajukannya, dan tidak lagi mengajukan saksi-saksi atau pun alat bukti _mm:rmﬁa.m. i

Menimbang, bahwa pada gili i
5 gilirannya pihak Tergugat, untuk mene i
. - ::
cwzﬁ_.n_._:.\n. telah B.maam_:wm_.. bukti-bukti Surat T.I s/d ._..<. yang terdiri n_n..i ._S: i
. Sertifikat Hak Pakai No. 76, tanggal 15 Oktober 1975 (T.J); .
Gambar Situasi No. .m.uﬁ.._._w...m. tanggal 16 Oktober 1975 (T.La);
MEE PT. Caitex 1wn_=n Indonésa No. 467, tertanggal 31 Agustus 1998 (T.II);
._.m:_“ﬁm_w ﬂ.M ﬂm_:”x 1S_dn~ _m:no_..nﬂm No. 67/98/PA, tanggal 03 Agustus 1998 :.::.
rima tangga i injai O
o] gg September 1994 dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai Drs. M. Rasyid
Register Pendaftaran Pendapatan Kel 2/RW.
D i apatan Keluarga RT.0 .04 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan
1. Denah Tanah yang dibuat (T.V); |

FLE N -

o

Menimba g ba a bukti surat di
) " tas tel i
’ m .: hwi k ur a ah bermaterai ﬁC—nE—u dan sesua Qﬁnﬂ_mr» i

Menimbang, bahwa dalam sen ini i

. a gketa ini kedua belah tidak menghendaki
pemeriksaan lokasi, dan menyatakan tidak lagi akan mengajukan mmwcw.c apa _ wam"..xm
mohon putusan ; Sia

g;sﬁﬂﬁwﬂw.%%sm . alih sagain saxcau yahg sucsh dikimpun d#lam
angan, maka dalam mengambil putusan terhad

kedua belah pihak b " 5 adap persengketaan
berikut - p erperkara, Penyadilan akan memberikan pertimbangan sebagai

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahw; i
teroibut Sikias nm a-maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, adalah szbagair:ana

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya tertanggal 08 Apri
%Wm_.“mﬂmmm._.m_:xm: Eksepsi yang pada pokoknya bahwa pihak yang m_mm_.:.wam m_v.m_ﬂ_mn_wwwm
S mm:.mwu_pnm: Penggugat Sa...mc_: tidak/kurang lengkap, karena Kepala Kelurahan
b j . mmm..:mS: Dumai Timur, sebagai pihak yang mengeluarkan Surat

angan r._.j No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 September 1982 tidak ikut di G
atau diiadikan pihak Tergugat dalam kasus ini ; B

gm_.mzz_mmﬂ_ﬂum:c. bahwa "m&mnmu.mxmmumm Tergugat tersebut diatas menurut hemat

il ..mn_ menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu
gatan Perdata adalah merupakan hak penuh dari pada Pengaugat yang diansga

sebagai pih2k yang merugikan pihak Penggugat; eneme
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Menimbaiig, bahwa disamping itu setelah Majelis meneiiti Posita-posita Gugatan

Penggugat in casu adalah merupakan Gugatan ganti rug: atas tanah dan tanam tumbuh
n_mz

penggugat yang telah dikuasai dan dimusnahkan oleh nihak Tergugat tanpa ijin
pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis,
pahwa Gugatan Penggugat ini susiah tepat, tanpa perlu memasukkan Kepala Kelurahan
Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur sebagai pihak Tergugat ;

Oleh xmﬂmum:._..m maka Eksepsi .u:..mx Tergugat tersebut diatas cukup beralasan untuk
.n:....<m§rm: ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap
termuat dan termasuk pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak dalam
perkara ini adalah menyangkut sebidang tanah Penggugat di RT.II, RW.IV Bumi Ayu
Kelurahan Dumai Timur, seluas 256 M x 50 M2 = 1.250 M2 yang telah dikuasai/
dipergunakan oleh Tergugat untuk proyek pembuatan kanal/parit dan jalan keperluan
PT. Caltex Pacific Indonesia/Tergugat di Bumi Ayu Dumai, disamping itu pihak Tergugat
telah pula merusak tanam tumbuh diatas tanah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua hal tersecut diatas, Penggugat minta diberikan
ganti kerugian sejumlah uang dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat mensikapinya dengan menyatakan
bahwa tanah tersengketa adalah merupakan bahagian dari tanah Tergugat sebagai
pemegang hak pakai atas tanah seluas 3,385,46 Ha;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam meneguhkan dalil Gugatannya yang
menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 25 M x 50 M2 / 1.250 M2 tersebut adalah
nerupakan bahagian dari tanah miliknya telah mengajukan bukti surat P.XVIIl dan P.XIX
yang berwujud Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai, yang telah pula
ditanda tangani Kepala Kecamatan Dumai Timur, atas sebidang tanah di RT. Il, RW.IV
seiuas 25 M x 125 M adalah merupakan tanah milik Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti PXVIII dan PXIX tersebut, karena
Maijelis menilainya sebagai surat yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka
bukti Surat dimaksud adalah sah dan berharga sehingga dengan demikian dapat
dijadikan sebagai alat bukti bahwa Penggugat mempunyai alas hak atas tanah terperkara,
walaupun menurut Tergugat bukt Surat tersebut belum ditindak lanjuti deangan
mendaftarkannya pada Kantor Pertananan untuk mendapatkain buku tanah, karena
menurut hemat Majelis pergakuar atas bukti sedemikian rupa adalah “hak adat"
tarhadap tanah yang dibuka oleh masyarakat terlebih lagi tanah bukaan tersebut telah
ternyata diusahakan yang bersangkutan cangan penanaman bebarapa jenis tanam
tumbuh diatas tanahnya (lihat Permendagri No. 6 tahun 1972 pasal 11 yo Permentan
dan Agraria No.2/1962 pasal 3 b) ;

Menimbang, bahwa disamping itu pikak Tergugat telah pula membantah keadaan
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tersebut diatas, dengan mengajukan bukti lawan berproduk T.I dan T.La, dengan
mengajukan bukti lawan berproduk T.I dan T.lLa, yakni berupa sertifikat Hak Pakai dgan
Gambar Situasi tanah yang dikuasai Tergugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti diatas menurut hemat Majelis tidaklah dapat
melumpuhkan bukti surat pihak Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena
bukti surat Tergugat ini (T.| 4an T.\.a) tidak dapat ditunjukkan surat asli, iya, cleh sebaby
itu secara Yuridis formal bukti surat termaksud tidak dapat dipergunakan untuk
membuktikan suatu keadaan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan um:macmammn-uo:maumnom: diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa pihak Tergugat telah terbukti menguasai/memakai sebahagian tanah
Penggugat seluas 25 M x 50 M/1.250 M2 untuk pembuatan kanal dan jalan tanpa
penggantian kerugian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya ganti rugi atas tanah yang dikuasai
Tergugat tersebut, akan ditentukan secara patut menurut harga umum dan ternyata
dari bukti surat PXVIII, Penggugat telah menghargai 1 M2 tanahnya dimasa jtu (ditahun

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai beberapa jenis tanam tumbuh
yang ada diatas tanah terperkara, akan dipertimbangkan berikut inj :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalilnya mengenai masalah
tanam tumbuh diatas tanah Penggugat yang telah musnah akibat kegiatan Tergugat
dalam pembuatan kanal dan jalan di Bukit Batrem sebagai fasilitas pendukung Proyek
Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan bukti Surat berproduk PAll, PV dan PVII,
yang menurut hemat Majelis dari ketiga bukti surat tersebut, paling tidak pihck
Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pihaknya telah pernah menanam beberapz
jenis tanaman diatas tanah tersengketa, yaitu berupa 18 pokok pisang 4 pokok pandan
tikar, dan 64 rumpun serai yang terhiturg mulzi tahun 1995 telah dapat menghasilkan
sejumiah uang ;

Menimbang, bahwa mengenai berapa nilai dari masing-masing tanam tumbuh
tersebut, menurut hemat Majelis akan ditentukan menurut rasa keadilan dan kepatutan

(yaitu tahun 1995) £ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa hingga berapa lama tanam tumbuh tersebut selayaknya
diperhitungkan, dalam hal ini Majelis meng2mbil patokan bukti surat PVII yo PV, yang
menunjukkan sebagai fakta bahwa Tergugat telan melakukan “perbuatan melawan
hukum* dengan perusakan/pemusnahan terhadap tanam tumbuh diatas tanah
tersengketa untuk proyek pembuatan kanal/parit;

Menimbang, bahwa sejak masalah tersebut timbul Majelis menilai keadaan
tersebut belum terselesaikan hingga perkara ini dilimpahkan di Pengadilan Negeri
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Menimbang, bahwa atas uraian diatas, Majelis telah qummm.ﬂ:x:ﬁ.mmﬂ“ﬂ_ﬂhﬂncﬁ:—
i je diberikan ganti kerugia
i emperhitungkan jangka waktu yang n_mv.mﬁ A ]
Mﬂﬂﬁmzaumq:ﬂmm Pisang, Pandan Tikar dan Serai yang “um_ms _._._:mﬂﬂ_“w nm:_nm_”m_.n: “ﬂwﬁwﬂm
t dikatakan bahwa Pengguga T
T s ktu 40 bulan, terhitung sejak bulan
j h uang penggantian selama kurun waktu . \ !
mzﬂmws_.__._mcmnc‘.w%m ME Mcum?: Penggugat ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dumai yakni tanggal 9 Maret 1999; .
Menimbang, bahwa dilain pihak masalah vm:n.m_w:“m.m:wb”mm Em”w:m._”.m__ﬂwm_ﬂwmmh
k pembuatan kanal di Bukit Batrem ini, i |
masyarakat yang terkena proye A ot
j - j lah menyampaikan penjielasan i .
pada acara jawab :._m:_mim_.... te ¢ o b agpedasibi
i tas tanam tumbuh masya 7 |
telah memberikan perggantian kerugian a . e s
berapa tanaman padi
T.lll.a yang menyatakan sudah mengganti . ‘ .
M.m_._o_mn_.ﬂwm.\mqmrww Sm:m terkena proyek pembuatan kanal di daerah Bumi Ayu Dumai;

Dengan memberikan beras sebanyak 400 Kg melalui Penghulu Teluk Binjai
Kecamatan Dumai Timur ;
i 1
Menimbang, bahwa ramun demikian dari kedua bukti T.II! dan —.”..._._m.m.“mnﬂw”wmm
i . i h bagi Penggugat, sehin :

L ak adanya penggantian tanam EBcc. ¢ ju i |
MMMHHM“,M?»: Tergugat untuk maniberikan ganti rugi kepada Fenggugat masih belum
terpenuhi; ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat mm.mE.::ﬁ. tidaklah dapat Bmﬂnﬂﬂhﬂm
sanggahan tergugat oleh karenanya irrelevan untuk dipertimbangkan dan patu
di kesampingkan ; ! }
i diatas, makz menurut nem
imbang, bahwa berdasarkan pertimbangan s, :
gmmm_ﬂ_ﬂﬂ“ Tmzﬂncmmnamnm—«:mfsazrm: Hakim untuk sebagian positanya, oleh karena
itu Majelis akan mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa oleh karena bukti Surat P. XVIII ﬂm_m:.n&cwn a“::mm__wmﬂu“ﬂm
j 1 hemat Majelis Petitum Peng
Pejabat yang berkompeten, maka menurut elis Pef ) ]
W_M”umw_“mxmcﬂ_xm., dan sebagai suatu keadaan yang mengiringinya, untuk petitum point
4 pun harus dipenuhi; . . )
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata menguasai mmwm%m“”mwﬂwmmﬁ
itu i beberapa jenis tanaman
at yaitu 25 M x 50 M dan Bmacm:m:xm:. ! r
”Mw%%m:w..mmﬂn. Pandan Tikar dan Serai tanpa ganti kerugian, maka petitum Penggugat
angka 3 dapat pula dipenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari Petitum piont 3 a_mr.”.m_ :._mx.m ”mﬂmhﬂ
Tergugat a&mcm:mxmimm_.cm: untuk membayar sejumlah uang pengganti kerugian u
memenuhi petitum angka 5;

Baik untuk 25 M x 50 M/1.250 M2 tanah Penggugat yzng AM.“xm:m ﬂﬁm“umxmv%oﬂwﬂﬂﬂm

it i i nai, dengan perhitunga . 5.000,-

I/parit Tergugat didaerah Bumi Ayu Dumai, : "
Mﬂﬂm«ﬁuummz Umm :mmnm_, persegi, maupun terhadap tanam tumbuh cmmc_wm ﬂ_mwmnnwv_umﬂ”cwm
Tikar, dan Serai yang terhitung mulai bulan Nopember tahun dwwcom bttt
._wmm.mum: 40 bulan, yang nilainya ditentukan sebesar Rp. 500.00C,-

rupiah);
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Menimbang, bahwa terhadap permi

- we ( permintaan angka 6, karena tuntutan Penaqu

nm."wa U.mam_..m_ﬁ_un.: ini adalah menaenai ganti rugi sejumlah uang maka BMW_%MH
ukum tidak dapat dikabulkan, demikian juga mengenai tuntutan point 8 menurut hemat

Majelis belum cukup alasan untuk mengabulkan posita tersebut; &

Menimbasg, bahwa mengenai bia i i
o ng, : ya perkara, oleh karena pemeriks
ini ailakukan secara Prodeo, maka biaya perkara diperhitungkan Nihil ; S

Mengingat UU No. 14/1970 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara

=

MENGADIL.I

- Rm:amuc:ﬂm: Gugatan Penggugat untuk sebagian:
- enyatakan "Surat Keterangan Tanah® No. 393/25/TB/198
ber 1982 adalah sah dan berharga; N
- Rm:ﬁﬁﬂmz Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum® :
s enyatakan tanah yang dikelola/di ah ili
. or igarap oleh Penggugal adalah sah milik
- Merghukum Tergugat untuk memba i i
F yar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
xchmwms tanam-tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan Rp. mo.oﬂﬂ.%oo .<m_ ’
Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 / M2 Rp. 6.250.000.-

—_————

.._n,v._S_m_._ . Rp. 26.250.000,-
(Dua puluh enam juta dua ratus iima pulub ribu rupiah) ;

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk selair. dan selebihnya ;
- Menyatakan biaya perkara ini adalah Nihil ; : .

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permus jeli i
; ) ] yawaratan Majelis Hakim pada hari
uc_d at a.:aum_ 28 z_m_.éwwm oleh kami Nathan Lambe, SH sebagai Ketua Majelis, nm:mmﬂ
>m3u_:u_ oleh Zuhardi N). SH dan Lince Anna Purba. SH masing-masing sebagai Hakim
: nggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka uniuk umum oleh Majelis
h”.w%h....umﬂm _._m_.. ._.__u. : _A>Z=m..._ S:m.mm_ 03 Juni 1299 dengan dihadiri oleh Fransiska
._.macmmrn. anitera Pengganti dan dihadiri olen Penggugai tanna dihadiri oleh Kuasa
Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua
d.to '
-0. d.t.o.
1. Zuhardi ZA, SH Nathan Lambe, SH
d.t.o. L
2. Lince Anna Purba, SH

Panitera Pengganti,
d.t.o.
Fransiska
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[ MAHKAMAH AGUNG R.L.
PUTUSAN
. No. 2191 K/Pdt/2000
DEMI KEADILAIN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :
SYAFNIL, bertempat tinggal di JI. Jend. Sudirman/Pelabuhan Sesmik
Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Timur, Pemohon Kasasi [/Termohon
Kasasi Il dahuiu Penggugat-Pembanding/Terbanding ;

melawan :

PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) DI JAKARTA cq. PT. CALTEX PASIFIC
INDONESIA (CPI) di Rumbai eq. PT. CALTEX PACTIFIC INDONESIA (CPI) di
Dumai, Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi Il dahulu Tergugat-Terbanding/

Pembanding;

Mahkamah >mn:n tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
kasasi l/Termohon kasasi |l sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon
kasasi I/Pemohon kasasi Il sebagai Terqugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri
Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat asli mempunyai sebidang tanah seluas 3.125 M2 yang diperoleh
dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur berdasarkan surat
keterangan No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang letak dan batas-
batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa sejak Penggugat asli memperoleh tanah tersebut, Penggugat asli telah
menanaminya dengan tanam-tanaman antara lain pohon Pandan Tikar, Pisang, Serai,
Kelapa Unggul dan Rambutan Binjai, dan pada awal tahun 1985 tanaman pandan tikar,
pisang dan serai telah mendatangkan hasil, sedangkan Kelapa Unggul dan rambutan
Binjai baru mendatangkan hasi’ “itahun 1991;

Bahwa pada tahun 1074-1995 Tergugat asli telah menggali parit’kanal dan jalan
untuk keperluar. PT. Caltex Pasific Indonesia di Dumai seluas 25 x 50 M = 1.250 M2
tanpa fjin Penggugat asli;

Bahwa akibat pembuatan jalan dan kanal tersebut, Penggugat asli menderita
kerugian baik kertigian tanam-tanaman maupun kerugian tanah yang seluruhnya
berjumlah Rp. 308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima ouluh ribu rupiah)
dengan perincian sebagaimana dalam surat gugatar;
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Mn_..s.m sebelum pembuatan jalan dan kanal, Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan ﬂ_zwu mm..rac.._:m:.vmﬂmasnm: Daerah Kabupaten Dati Il Bengkalis telah melakukan
vmﬂ::c:.cu: ganti rugi atas tanaman dan tanah tersebut, namun sampai saat ini tidak
ada realisasinya; :

Bahwa Penggugat asli teiah baberap2 kali menghubuigi Terqugat asli baik melalui
surat maupun secara langsung, bahkan sudah pernah memberitahukan kepada aparat
Pemerintah Daerah setempat, namun tetap tidak ada penyelesaian;

" mM.__:am %cimquxms alasan-alasan tersebut diatas Penggugat asli mohon kepada
engadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan yang dapat dijala i
dahulu sebagai berikut : T L

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki Penggugat No.393/25/TB/1982
tanggal 20 September 1982 adalah syah dan berharga;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan meiawan hukum:
4. Menyatakantarah yang dikelola/Cigarap c.eh Tergugat adalah sah milik Penggugat;
5, z_m:m::xc..: Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
- Kerugian tanaman-tanaman Rp. 162.500.000,-
- Kerugian tanah Rp. 146.250.000,-
Berjumlah sebesar Rp. 308.750.000,-

Terbilang (Tiga ratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai
sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa iDwangsom) kepada
vm:u.m:mma sabesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya,
apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;

¥ .z_.m_..m:c_ES Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara
ini;

8. Em:.\mﬂmxm: putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat band-
ing maupun Kasasi ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

m.mrim terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, lergugat asli telah mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

mm_._.s__.m pihak yang digugat kurang lengkap karena seharusnya Keoala Kelurahan
Teluk Binjai yang mengeluarkan surat ketorangan Tanah Nomor 393/25/TB/1982 tangga!
20 September 1982 juga harus turut menjadi pihak dalam perkara a quo;

bahwa ._m,..__mnmu gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil
putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pat/G/1299/PN.DUM, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
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- Menyatakan "Surat Keterangan Tanah" No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 Septem-
ber 1982 adalah sah dan berharga; .

- Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum® ;

- Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Penggugat adalah sah milik
Penggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti ruyi kepada Penggugat yaitu :
Kerugian tanaman-tanaman Rp. ,moo.cco.- x 40 bulan Rp. 20.000.000,-
Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 / M2 Rp. 6.250.000,-
Jumlah . Rp. 26.250.000,-
(Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Menyatakan biaya perkara ini adalah Nihil ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Terguga: telah
diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusannya tanggal 24
Nopember 1999 No.79/PDT/1999/PTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut yang
diajukan secara cuma-cuma (Prodeo) dan dari Tergugat/Pembanding tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt.G/
1999/PN.DUM. sekedar mengenai amar putusan yang menyangkut eksepsi dan
biaya sehingga selengkapnya sebagai berikut :

- Dalar Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat :

- Dalam Pokok Perkara :

= Viengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan "Surat Keterangan Tanah" No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 Septem-
ber 1982 adalah sah dan berharga; =

- Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum® ;

- Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Penggugat adalah sah milik
Penggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti .:..m: xepada Penggugat yaitu :

Kerugian tanaman-tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan Rp. 20.000.000,-
Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 / M2 Rp. 6.250.000,-
Jumlah Rn. 26.250.000,-
(Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menyatakan menolak Gugatan Penagugat untuk selain dan selebihnya ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 60.000,- (enam
puluh ribu rupiah);
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Pembanding/
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Terbanding pada tanggal 4 Desember 1999 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-
Pembanding/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4
Desember 1999 sebanaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 05/PDT/
G/1999/PN.DUM, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dumai
permohdnan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17
Desember 1999;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan pula kepada Tergugat-
Terbanding/Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2000 kemudian terhadapnya oleh
Tergugat-Terbanding/Pembanding” diajukan permohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 4 Maret 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 05/
PDT/G/1999/PN.DUM. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dumai
permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Maret
2000;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-Pembanding/Terbanding yang pada tanggal 18
Maret 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-Terbanding/
Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Dumai pada tanggal 1 April 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan kedua belah pihak beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dari Pemohon Kasasi |/Penggugat asal :

Bahwa memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon xmmmwm I/Penggugat asal berisi
gugatan yang pada pokoknya sama dengan isi surat gugatan Penggugat asal dengan
tambahan tuntutan ganti rugi tanaman dan tanah yang keseluruhannya berjumlah
Rp.369.500.000,- {tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dari Pemohon Kasasi ll/Tergugat asal :

1. Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum acara karena tidak menghadirkan
saksi ahli sebagaimana yang dimintakan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi
terianggal 18 September 1999. Inti perkara ini adalah bahwa Pemohon kasasi I/
Penggugat asal menyatakan tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan bukti
surat ketc.angan tanzh dari lurah setempat, sedangkan menurut Termohon Kasasi
I/Tergugat asal tanah sengketa adalah miliknya dengan bukti Sertifikat Hak Pakai.
Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusan sclanya tanggal 18 September 1999
meminta Pengadilan Negeri Dumai untuk menghadirkan saksi ah'i kantor
Pertanahan setempat, namun putusan sela tersebut hanya dijalankan secara
formalitas saja sesuai Berita Acara tambahan tangga! 4 Nopember 1999 No. 05/
Pdt.G/1599/PN.Dum. Hal ini terbukti dari pertimbangan Pengadilan Tinggi yang
menyatakan bahwa keterangan vang diberikan oleh saksi tidak dapat diterima
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k2rena saksi ahli tersebut bukan Kepala Kantor Pertanahan. Padahal saksi ahli
tersebut sah mewakili instansi sehingga seliarusnya keterangannya dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa menurut
hukum acara putusan sela Pengadilan Tinggi tersebut belum dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa judex facti salah dalam menerapkan Undang-undang No.5 tahun 1960
tentang leraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo PP No. 10 tahun 1960 tentang
tanah. Dalam pertimbangannya judex facti menyatakan bahwa Pemohon kasasi I/
Penggugat asal adalah pemilik tanah dan penggarap tanah yang terletak di RT.lI
RW.IV Bumi Ayu, Kelurahan Teluk Binjai dengan dasar surat keterangan lurah Teluk
Binjai No. 393/25/TB/1982 tertanggal 20 September 1982. Pertimbangan judex facti
salah dalam menerapkan hukum dengan alasan bahwa berdasarkan pasal 16 ayat
(1) Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, pasal 19 ayat (1) (2) dan (4)
Undang-undang Pokok Agraria, pasal 1 jo pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan
Pemerintah No.10 tahun 1961 dan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun
1962, pasal 1 ayat 1 jo pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972,
maka pendaftaran tanah yang dilakukan Termohon kasasi I/Terguyat asal di Riau
telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terbit Sertifikat Hak
Pakai dan Gambar Situasi. Dengan demikian putusan judex facti yang menyatakan
bahwa tanah sengketa adalah milik Termohon kasasi I/Tergugat asal adalah
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa judex facti tidak men=arapkan hukum pembuktian, in casu mengenai bukti
surat.
Bahwa bukti yang diajuxan Termonon kasasi |/Tergugat asal bukan akte autentik
yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena Kelurahan sebagai pejabat
yang mengeluarkan surat keterangan Lurah Teluk Binjai No0.393/25/TB/1982
tertangg=l 20 September 1983 sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk
memberikan hak atas tanah.

Bahwa meskipun Pemnhon kasasi |/Penggugat asal tidck danai memperlihatkan
asli sertifikat namun hanya foto copy, namun telah dapat membuktikan untuk
memperkuat bahwa dalam fotocopy sertifikat tersebut sesuai dengan data yang
ada di Kantor Pertanahan Kodya Dumai, dengan cap Badan Pertanahan Nasional
Kodya Dumai dan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Dumai dan telah
dilegalisir, lagi pula pada saat hampi. habisnya jangka waktu hak pakai atas tanah
sertifikat Hak Pakai No.76 yaitu tanggal 11 Agustus 1989 hingga hari ini Pemohon
kasasi I/Penggugat asal tetap mengupayakan hak pakai atas tanah tersebut;

Menimbang :

Terhadap keberatan kasasi dari Per1ohon kasasi I/Penggugat asal :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut
tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan apakah
Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenzngnyz, atau salah
menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan olzh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian
itu cengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana vang dimaksud dalam
pasal 30 Undang-undang tentang Maikamah Agung (Undang-undang No.14 tahun
1985);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon kasasi | : SYAFNIL tersebut harus ditolak :

Menimbang :
Terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon kasasi /Tergugat asal :

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3 :
bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti
telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.  bahwa sesuai dengan pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No.10 tahun
1961, sertifikat (yang merupakan salinan buku tanah dan surat ukur) adalah surat
tanda bukti hak yang menurut pasal 19 ayat (2) ¢ Undang-undang Pokok Agraria
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, karenanya Surat Keterangan dari
Kepala Kelurahan Teluk Binjai Kecamatari Dumai Timur No. 393/25/TB/1982 tanggal
20 September 1982 yang juga ditandatangani oleh Camat Dumai Timur tidak
rnembuktikan hak milik Penggugat asal atas tanah sengketa ;

b.  bahwa oleh karena itu putusan judex facti yang mendasarkan kepemilikan
Penggugat asal pada Surat Keterangan Lurah Teluk Binjai tersebut (bukti P.XVIII)
harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan
‘pertimbangan berikut ini ;

¢ bahwa dasar gugatan Penggugat asal adalah perbuatan melawan hukum yang
di'akukan oleh Tergugat asal, oleh karena Tergugat asal telah membuat parit/kanal
dan jalan untuk keperluannya diatas tanah seluas 1.250 M2 yang merupakan bagian
dari keseluruhan tanah milik Penggugat asal tanpa seizin Penggugat asal ;

d.  bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui dan karenanya mengambil alih
pertimbangan Pengadilan Negeri tentang eksepsi menjadi pertimbangan
Mahkamah Agung sendiri;

e. bahwa Tergugat esal telah membantah dalil gugatan Penggugat asal, dengan
alasan bahwa tanah sengketa merunakan bagian dari tanah dengan Hak Pakai
atas nama Tergugat asal seluas 3.3.85,46 Ha (sertifikat Hak Pakai nomior 76 tanggal
15 Oktober 1975) ;

i bahwa meskipun Tergugat asal tidak dapat memperlihatkan asli dari certifikat Hak
Pakai nomor 76 tersebut, namun pada photocopy sertifikat Hak Pakai nomor 76
yang diajukan oleh Tergugat asal bersama-sama dengan memori kasasinya, tertera
keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai bahwa photocopy
tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai,
sehingga photocopy sertifikat Hak Pakai No. 76 tanggal 15 Oktober 1975 tersebut
dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat asal adalah pemegang Hak Pakai atas tanah
seluas 3.385,46 Ha sesuai dengan surat ukur yang melekat padarya, hak mana
berakhir pada tanggal 11 Aguztus 1989;

g. banwa dengan demikian sejak taiggal 15 Oktober 1975 sampai dcngan tcnggal
11 Agustus 1989 tidak seorangpun yang dapat memanfaatkan tanah Hak Pakai
nomor 76 tersebut tanpa seizin Tergugat asal, namun Tergugat asal telah
membiarkan Penggugat asal menguasai sebagian dari tanah Hak Pakai tersebut
(dengan menggunakan bukti PXVII| sebagai dasarnya) serta menanaminya sampai
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dengan tahun 1994/1995 dimana Tergugat asal kemudian membuat parit/kanal
dan jalan untuk keperluannya; .

h.  bahwa dengan berakhirnya Hak Pakai atas nama Tergugat asal pada tangga! 11
Agustus 1989, maka sejak saat itu tanah tersebut menjadi tanah yang langsung
dikuasai oleh Negara, dan karenanya baik Tergugat asal maupun Penggugat asal
tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut sehingga perbuatan Tergugat
asal yang merusak tanan-tanaman Penggugat asal merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang
seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga
masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, perbuatan mana mengakibatkan
Penggugat asal menderita kerugian; .

i.  bahwa oleh karena itu terbuktilah bahwa Tergugat asal “telah melakukan perbuatan
melawan hukum® dan karenanya harus membayar ganti rugi atas tanam-tanaman
Penggugat asal yang dirusak oleh Tergugat asal ;

j. bahwa besarnya ganti rugi tersebut akan ditetapkan berdasarkan kepatutan dan
keadilan, dan menurut hemat Mahkamah Agung ganti rugi tanam-tanaman yang
dirusak oleh Tergugat asal adalah bernilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh judex facti, pertimbangan
mana diambil alih cleh Mahkamah Agung menjadi Fartimbangannya sendiri:

k. bahwa mengenai uang paksa yang dituntut oleh Penggugat asal, oleh karena
putusan ini mengenai tindakan untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan
uang paksa haruslah ditolak;

) bahwa tentang tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh
karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap
dan dapat segera dilaksanakan, maka tuntutan itu harus diwlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengar. tidak perlu
lagi mempertimbangkan alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung
terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi Il : PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Jakarta cq. PT. CALTEX
PASIFIC INDONESIA (CPI) di Rumbai cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Dumai
tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 24

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi Il/Tergugat asal berada dipihak
yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-
undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutar ;

MENGADILI :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi | : SYAFNIL tersebut ;

Mengaoulkan kasasi dari Pemchon kasasi Il : PT. CALTEX PASIFIC iINDONESIA
(CPI) di Jakarta cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Rumbai cq. PT. CALTEX
PASIFIC INDONESIA (C?1) di Dumai tersebut;
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Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 24 Nopember

1999 No. 79/PDT/1999/PTR, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai
tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUM ;

MENGADILI SENDIRI :
Daiam: Ekcepsi :
Menolak eksepsi Tergugat ;
Dalam Pokok Perkara :
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar
Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi |l/Tergugat asal untuk EmBUmxmq biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demixiznlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari : Selasa tanggal 13 Maret 2001 oleh Ny. Marianna Sutzdi, SH. Hakim Agung
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad
Syamsuddin, SH dan Abdul Rahman Saleh, SH.MH s:zbagai Hakim-Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 14 Maret
2001 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Suwidya
Abdullah, SH.LL.M. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua:
ttd./Ny. Marianna Sutadi, SH

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Achmad Syamsuddin, SH

ttd./Abdul Rahman Saleh, SH.MH Panitera Pengganti :

ttd./Suwidya Abdullah, SH.LLM.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2.  Redaksi Rp. 1.000,-

3.  Administrasi kasasi Rp. 93.000.-
Jumlah Rp. 100.00G,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata.
ttd
P ANDAR PURBA, SH
NIP : 040015551
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PERATUN :

P.U.P.N. BERWENANG MENETAPKAN

JUMLAH PIUTANG NEGARA

Kasus Kredit Macet

KASUS POSISI :

s
CV.IKHSAN dengan Direktris, Ny. Hj. Bainianilsmail, berkedudukan
di Jin. Angkatan 45 No.1071 Palembang, pada April 1994 telan
menerima kredit dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan atau "BANK SUMSEL" yang dituangkan dalam “Surat
Perjanjian Kredit" No. 200.00.0143.94 tanggal 14 April 1994.
Pinjaman ini harus dibayar lunas oleh Debitur, CV. IKHSAN kepada
kreditur Bank SUMSEL pada April 1997.
Pinjaman Debitur telah jatuh tempo untuk dibayar lunas, yang
menurut perhitungan kreditur Bank SUMSEL sebesar :

Debit saldo Ap. 250.000.000,-
Biaya administrasi Rp. $7.965.465,-
Jumlah Rp. 347.965.465,-

sedang denda Rp. 63.770.957.00,- telah dihapuskan 100% oleh Bank
SUMSEL.

Ternyata pihak Debitur, CV. IKHSAN cq Direktris Ny. Hj. Bainani
Ismail, tidak/belum dapat membayar lunas pinjaman tersebut.
Karena Debitur belum membayar hutangnya tersebut, maka Bank
SUMSEL, selaku kreditur menetapkan kredit kepada CV. IKHSAN
tersebut dalam kategori sebagai kredit macet.

Pada Juni 1997, Bank SUMSEL menyerahkan pengurusan dan
penyelesaian kredit macet dari Debitur CV. IKHSAN cq. Direktris
Ny. Hj. Bainani Ismail tersebut-kepada P.U.P.N. (Panitia Urusan
Piutang Negara) wiiayah Il Palembang.

Sebulan kemudian, Juli 1997 setelah PUPN dengan resmi
menarima penyerahan semua dokumen kredit macet dari debitur
tersebut, maka PUPN telah memanggil debitur secara berturut-
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n.Bmavmwn_.vnsmmmza:»:mcmmuﬁcw:r:mamgm munammmnmws hingga
menjadi atas namanya penggugat; .

Menimbang, bahwa hingga demikian tuntutan penggugat dapat
dikabulkan untuk sebagian dan selainnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa penyitaan konservator yang dilakukan oleh waki
panitera Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Oktober 1966,
sebagaimana tersebut dalam “Berita Acara Penyitaan Konservator”
No. 60/1966 Pdt.Tgl.Sit. harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang. bahwa oleh karena para tergugat ada di pihak yang
dikalahkan, maka pantaslah biaya-biaya perkara ini harus dibebankan
pada para tergugat secara tanggung-menanggung;

Memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang
bersangkutan.

¢

Mengadili

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung menyerahkan
kepada penggugat sebuah otobis, yang semacam dan tahun pembuatan-
nya sama dengan otobis kepunyaan penggugat yang terbakar, yakni merk
"DODGE" Conn Chassis R.6D400-157 tahun pembuatan 1960/1961;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung pula membayar
kepada penggugat:

a. pengganti kerugian karena urusan tersebut di atas, uang sejumlah
Rp. 142.834,10 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratu: tiga
puluh empat 10/100 rupiah);

b. pengganti ongkos-ongkos yang timbul daripada biaya balik nama
bis penggantian hingga menjadi atas namanya penggugat.

Menyatakan sah dan berharga penyitaan konservator yang dilakukan
oleh wakil panitera Pengadilan Negeri Tegal, sebagaimana termuat
dalam Berita Acara Penyitaan Konservator No. 60/1966 Pdt.Tgl.Sit. ter-
tanggal 20 Oktober 1966;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung membayar biaya-
biaya perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar op. 1.024, —
(seribu dua puluh empat rupiah).
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Tgl. 14 April 1976.
No. 701 K/Sip./1974.

Foto kopu.

Karena judex facti mendasarkan keputusannya meluly atas surat-
sural bukti yang terdiri dari Jotokopi-fotokopi yang tidak secera sah
dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang di antaranya lerdapat yang
penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh
kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini
berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara: 2

Ny. Ong Hwie Liang, bertempat tinggal di JIn. Sutan Syahrir
No. 39 Jakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I
pembanding;

lawan
Goenardi, bertempat tinggal di Jin. Telukbetung No. 25 Jakar-
ta, yang dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya Han-

dojo S.H., JIn. Cideng Barat No. 53 Jakarta, tergugat dalam
kasasi, dahulu penggugat terbanding;

dan

Pemerintah DKI Jakarta cq. Kepala Direktorat Agraria DKI
Jakarta cq. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah DKI
Jakarta, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II turut
terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

3R1
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- Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata r.mrs.m

sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat -

sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai
tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
pokoknya atas dalil-dalil: ,

bahwa pada tanggal 10 Mei 1967 telah dilakukan Perjanjian jual beli
atas persil JIn. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta sertifikat tanah dengan hak
guna bangunan No. 240, milik tergugat asli I kepada Drs. M.T.L. To-
bing sebagai pihak pembeli; :

bahwa berdasarkan nasal 4 dari surat Perjanjian itu dengan jelas dite-
gaskan, bahwa tergugat asli I akan menyelesaikan surat-surat jual beli atas
nama pembeli yang akan ditunjuk kemudian oleh Drs. M.T L. Tobing;
, bahwa pada tanggal 6 Mei 1967 tergugat asli I dengan melaluj
suaminya telah menerima sebagian uang penjualan rumah tersebut
sebesar Rp. 1.000.000, — (satu juta rupiah), dari harga seluruhnya sebesar
Rp. 5.600.000, — (lima juta enam ratus ribu rupiah);

bahwa seluruh harga rumah dan tanah sengketa sebesar
Rp. 5.600.000, — (lima juta enam ratus ribu rupiah) telah dibayar dengan
melalui cek-cek dari Central Commercial Bank yang perinciannya seperti
tersebut dalam surat gugatan; .

bahwa pada tanggal 15 Mei 1969 Drs. M. T.L. Tobing telah mem-
buat pernyataan tertulis di atas meterai di mana penggugat asli telah
ditunjuk sebagai pembeli sesuai- dengan pasal 4 perjanjian tanggal
10 Mei 1967; )

bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 1971 jual beli tersebut

telah dibuatkan aktenya yaitu No. 15/1971 di mana penggugat asli

sebagai wakil penjual (berdasarkan surat pernyataan Drs. M.T.L. Tobing
tanggal 5 Mei 1969) dan penggugat asli sendiri sebagai pembeli;

bahwa sekarang rumah sengketa ditempati oleh keluarga tergugat -

asli I dar yang tidak mau menyerahkannya kepada penggugat asli sebagai
pelaksana dari jual beli tersebut, meskipun telah ditegur berulang kali;

bahwa untuk menjamin gugatan ini, penggugat asli mohon agar
diletakkan sita konservator terlebih dulu atas harta kekayaan tergugat asli
I khususnya terhadap persil JIn. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli menuntut
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan
sebagai berikut: . . ‘ ‘

1. Melakukan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat I khususnya
pessil Jln. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
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3. Menyatakan sah akte jual beli Pejabat Pembuat Akte Tanah No. 15/

1971/Nopember tertanggal 17 Nopember 1971; . .

4. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas persil Jalan Sutan
Syahrir No. 39 Jakarta; .

5. Memerintahkan kepada tergugat II (Pds. Kepala Sub Dit. Pendaftaran
Tanah Jakarta) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir
No. 39 Jakarta dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi;

6. Memerintahkan kepada tergugat dan semua orang yang mendapat hak
daripadanya agar menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir No. 39
Jakarta dan bangunan di atasnya dalam keadaan kosong dan jika perlu
dengan bantuan alat negara;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

" ada verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah
diajukan jawaban-jawaban oleh tergugat-tergugat asli yang pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. dari tergugat asli I:

bahwa benar persil Jin. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta telah ada ser-
tifikatnya dengan hak guna bangunan No. 240/Menteng atas nama
tergugat asli I; .

bahwa benar pada tanggal 10 Mei 1967 telah diadakan perjanjian
jual beli antara tergugat asli I dengan Drs. M. T.L. T obing yang bertindak
atas nama mewakili Sdr. Tabrani:

bahwa adalah tidak benar pembayaran sebesar Rp. 5.600.000, —
(lima juta enam ratus ribu rupiah) seperti yang didalilkan penggugat asli
tersebut karena pembayaran-pembayaran itu dilakukan dengan cek-cek
kosong; .
bahwa untuk pertimbangan selanjutnya tergugat asli I dengan pan-
jang lebar telah menguraikan hal-hal seperti yang tersebut pada sub 4 s/d
9 dalam surat gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tergugat asli I mohon
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan
sebagai berikut: .

Menolak seluruh gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan
gugatan penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum penggugat membayar biaya perkara;
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<. dari tergugat asli II:

bahwa mengenai gugatan atas persil Jalan Sutan Syahrir No. 89
Jakarta tersebut hingga kini tetap tercatat atas nama tergugat asli |
dengan hak guna bangunan No. 240, dengan surat ukur tanggal 80 wn_u”
tember 1929 No. 480, luas 1.438 M2:

bahwa meskipun pessil tersebut telah dibeli Penggugat asli tetapi
tergugat asli Il belum dapat membaliknamakan persil tersebut karena
masih dalam persengketaan sesuai dengan surat tergugat asli | tanggal
2 Desember 1967 jo surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukoia Jakarta tanggal 28 Desember 1273 No. Kpis. Banding 629/Up/
DI/I1/1978;

bahwa selanjutnya tergugat asli I mengajukan gugatan rekonvens;
yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa segala jawaban dalam konvensi termasuk dalam gugatan
rekonvensi ini;

bahwa berdasarkan uraian-uraian penggugat _.nronﬁsmm\,nnw.._mﬁ
asli I tersebut di atas maka tergugat rekonvensi/penggugat asli Jelas telah
terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat rekonvensi/
tergugat asli I menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya
- memberi keputusan sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan tergugat dalam ..nrozcnﬂm\vn:mm:wmn dalam
konvensi adalah perbuatan melanggar hukum; :
Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat I dalam konvensi/peng-
gugat dalam rekonvensi adalah pemilik yang sah dari rumah/persil
Jalan Sutan Syahrir No. 32 Jakarta;

Menyatakan batal atau setidak-tidaknya membatalkan surat perjan-
jian jual beli rumah/persil Jalan Gresik No. 39 Jakarta berikut segala
akibat hukum yang timbul daripadanya termasuk akte jual beli
No. 15/1971/Nopember, Notaris Mochtar Affandi S.H. tertanggal
17 Nopember 1971;

Menghukum tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi
untuk menyerahkan sertifikat rumah/persil Jalan Sutan Syahrir
No. 39 Jakarta kepada tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam
rekonvensi dengan ketentuan diwajibkan membayar uang paksa
scjumlah Kp. 100.000, — (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai
memenuhi putusan tersebut;

Menghukum tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi
membayar biaya perkara; .
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Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun
ada banding dan kasasi;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 5 Desember 1973
No. 253/1978 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Unﬁiano:%ﬁ....

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; ‘

Menyatakan sah akte jual beli dari Pejabat Pembuat Akte Tanah
Mochtar Affandi S.H. No. 15/1971/Nopember tanggal 17 Nopember
1971;

Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas persil yang terletak di
Jalan Sutan Syahrir (d/h Jalan Gresik) No. 89 Jakarta;

Memerintahkan kepada tergugat II (Kepala Sub Direktorat Pendaf-
taran Tanah Jakarta) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir
No. 39 Jakarta dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi:

Memerintahkan kepada tergugat I dan semua orang yang mendapat
hak daripadanya untuk menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir No. 39
Jakarta berikut bangunannya kepada penggugat;

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam
perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 9.700, — (sembilan ribu
tujuh ratus rupiah);

Dalam rekonvensi:

Menolak seluruh gugatan penggugat;
Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara
ini yang hingga kini ditaksir sebesar nihil: ‘

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya
tanggal 20 Maret 1974 No. 3/1974/PT.Perdata;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat
I pembanding pada targgal 2 April 1974 kemudian terhadapnya oleh
tergugat I pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi
secara lisan pada tanggal 18 April 1974 sebagaimana ternyata dari surat
keterangan No. 024/74/Kas/253/1973% G. yang dibuat oleh panitera
bagian kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemu-
dian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 1974;
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bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang nggal
1 Mei 1974 telah diberitahu tentang memori gl ﬁwww“.nm
vu:&Em. 9&&6: jawaban memori kasasi yang diterima di rovuamnomﬂhﬂ
Pengatilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 1974;
Menimbang terlebih dahulu, bahwa meski G
. . ) pun berdasarkan pasal 7
dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak .Emunm-::am:m _Hun_.mﬂrc_”

mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah

Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyataka
tidak berlaku lagi, namun baik karena bab IV dari unda .ﬂ:& .
ieisebut hanya mergatur kedudukan, susunan dan kekuasaan MMEEMM
>m_.=.m. maupun karena undang-undang wwum_ menurut pasal 49 ayat (4)
dari undang-undang itu mengatur acara kasasi iebih lanjut cn_EM ada
maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari unda :
nmamzm tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga “—m :
dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Cbnnam-cnn—w:w zmmnmwunm
Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus men il
kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh _nmwgu_
mana _.EH.”P_ wﬂ:ﬁ mengenai acara kasasi Mahkamah .Pm..:._m masih hh__m
menggunakan ketentuan-keten
e tuan dalam Cummum-ﬁ.—nw:m Mahkamah
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-
nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dia-
jukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan
dalam Emnm:m.unansm. maka oleh karena itu dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oH.nr penggu-
gat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokcknya ialah:

L wmr.im Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan samz sekali
lﬁwu-&m«u: keberatan yang diajukan dalam memori banding, se-
hingga 715_: saja kurang cukup mempertimbangkan, barkan m.mur
mempertimbangkan samasekali keberatau-keberatan yang diajukan
calam memori banding, sehingga begitu saja mengabaikan alasan-
alasan yang dikemukakan dalam memori banding;

II. rw_:....m Pengadilan Tinggi begitu saja menyetujui alasan-alasan
pertimbangan hukum oleh hakim pertama dalam putusannya yang
ternyata salah atau keliru dalam penerapan hukumnya, yaitu:

1. m.m._mr menerapkan hukum pembuktian, sebab perjanjian jual beli
dibuat antara Drs. M.T.L. Tobing dan pengguga* untuk kasasi,
mnn.msm penerapan bukti pelunasan pemnbayaran didasarkan atas
kwitansi pembayaran atas nama orang lain, yakni: Ny. Entjun
Tabrani (memori banding halaman 2 sub 7 a, b, ¢, d dan e);

oL

III.

Iv.

V.

2. salah menerapkan beban pembuktian, sebab semestinya peng-

gugat asal yang harus membuktikan, bahwa ia telah melunasi
. pembayaran;

3. penggugat asal tidak berhasil dalam membuktikan pelunasan
pembayaran;

bahwa judex facti keliru menafsirkan sifat dan status dari perjanjian

jual beli di bawah tangan tertanggal 10 Mei 1967:

1. perjawjian jual beli tanggal 10 Mei 1967 tersebut merupakan per-
janjian akan jual beli, bukan jual beli mutlak, karena digantung-
kan kepada pelaksanaan pembayaran di kemudian hari bila pem-
bayaran terakhir disusul dengan pembuatan akte di hadapan
notaris;

2. judex facti mengkonstruir perjanjian jual beli mutlak sempurna
dan lunas pembayarannya dengan menggunakan/mendasarkan
kwitansi pembayaran (nota bene tidak pernah ada pembayaran
lunas) orang lain; “yaitu: Ny. Entjun Tabrani, isteri Tuan

Tabrani;
8. perjanjian jual beli di bawah tangan tanggal 10 Mei 1967 berten-
tangan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1971;

bahwa judex facti keliru menerapkan hukum pembuktian mengenai

bukti kwitansi (P.3):

1. kwitansi bukti P.3 adalah atas nama Ny. Entjun Tabrani (andai-
kata dianggap benar oleh hukum, kami sangkal keras) ditandata-
ngani oleh suami penggugat untuk kasasi tanpa surat kuasa, maka
hanyalah membuktikan adanya hubungan hukum jual beli rumah
sengketa antara Ny. Entjun Tabrani dengan suami penggugat
untuk kasasi dan tidak dapat dipakai untuk membuktikan
pelunasan pembayaran jual beli rumah sengketa antara peng-
gugat untuk kasasi dengan Drs. M.T.L. Tobing (memori kasasi
halaman 4 No. 24 a s/d h);

bahwa mengenai sifat dan status hukum dari akte jual beli No. 15/

1971/Nopember yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah,

notaris Mochtar Affandi S.H., menurut surat dari notaris tersebut

(bukti T.4) yang ditujukan kepada tergugat dalam kasasi maka

notaris mengakui/menyatakan bahwa akte jual beli- yang dibuat

olehnya (P.5) tidak mempunyai arti dalam hukum;

komparisi akte jual beli tersebut tidak memenuhi syarat aturan

hukum, pula memuat hal-hal yang sangat bertentangan dengan

kenyataan-kenyataan yaitu:

1. dalam akte jual beli disebut Goenardi (tergugat dalam kasasi)
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kasasi, kuasa itu tidak pernah ada, sebab pPenggugat untuk kasasi
samasekali tidak kenal dengan Goenardi dan tidak pernah ada
hubungan apa pun; P

2. kuasa lisan tersebut dikuatkun deiigan adanya perjanjian juz! beli
di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 10 Mei 1967, demi-
kian bunyi akte jual beli tersebut, sedang dalam akte itu tak ada
kata-kata yang menyebutkan memberi kuasa kepada Drs. M. T.L.
Tobing untuk mewakili penggugat untuk kasasi;

3. akte jual beli notaris tersebut menyebut selembar kwitansi tanggal
31 Mei 1965, sedang kenyataannya tidak pernah ada kwitansi
dengan tanggal tersebut;

4. surat pernyataan (P.4) intinya berisikan "penunjukan sebagai
pembeli”, ini bukannya suatu “rechtstitel” sebagaimana diatur
dalam B.W., jadi tidak mempunyai bentuk hukum sebagai surat
kuasa, maka tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan
perbuatan pemindahan suatu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut dj

atas, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri, -

putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi
harus dibatalkan, karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu
atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang diajukan
oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apa pun
secara sah dari mana ternyata Lahwa »,oaro_um-moﬁcrovm tersebut sesuai
dengan aslinya, sedang terdapa: di antaranya yang penting-penting yang
secara substansial masih dipertengkarkan oleh penggugat asal dan
tergugat asal yang karena itu sebenarnya judex facti telah memutuskan
perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;’

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi
Ny. Ong Hwie Liang tersebut dapat diterima, dan Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa baik
gugatan penggugat dalam konvensi maupun Bugatan penggugat dalam
rekonvensi tidak dapat diterima;

. Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai
pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh
dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat
kasasi:

) e
selaku penjual bertindak sebagai kuasa lisan dari penggugat untuk . :

- Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan,
Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46

Undang-undang No. 138 tahun 1965; 2

Memutuskan

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Ny. Ong
Hwie Liang«ersebut; -

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Maret
1974 No. 3/1974/PT.Perdata yang menguatkan keputusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 1973 No. 253/1973 G.;

Dan dengan Eo..mn.&m sendiri:

Dalam konvensi:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat Goenardi tersebut tidak
dapat diterima;

Dalam rekonvens::

Menyatakan bahwa gugatan penggugat Ny. Ong Hwie Liang
tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat asal membayar semua
biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat
banding, maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ditetapkap sebanyak Rp. 6.130, — (enam ribu seratus tiga puluh
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis, tanggal 1 April 1976 dengan Indroharto S.H.,
hakim agung yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua
sidang, R. Djoko Soegianto S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.
sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada
hari Rabu, tanggal 14 April 1976 oleh ketua sidang tersebut, dengan
dihadiri oleh Kabu! Arifin S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.,
hakim-hakim anggota dan T.S. Aslamijah Sulaeman S.H., panitera peng-
ganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. :
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(b).

PT JAKARTA.
Tgl. 20 Maret 1974.
No..3/1974/PT Perdata.

Putusan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

m.nnmunE»: Tinggi di Jakarta, yang mengadili perkara-perkara per-
data dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di
bawah ini dalam perkara:

Goenardi, tinggal di Jalan Telukbetung No. 25 Jakarta
yang &w_nu: hal ini memilih domisili di kantor kuasanya mmsmo_.m
S.H. di Jalan Cideng Barat No. 53 Jakarta; semula penggugat
sekarang terbanding; .

lawan

1. Ny. Ong Hwie Liang, tinggal di Jalan Sutan Syahrir No. 39
No. 39 Jakarta; semula tergugat I, sekarang pembanding I;

2. Pemerintah DKI Jakarta cq Kepala Direktorat gnnmw
DKI Jakarta cq Kepala Sub Direktorat Pendaftaran
Tanah DKI Jakarta, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 27
Jakarta; semula tergugat II, sekarang turut terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat pembelaan (memori banding)
yang diajukan oleh pihak pembanding, tanggal 16 Januari 1974 dan
kontra memori banding yang diajukan oleh pihak terbanding pada
nmnmmm_ 8 Pebruari 1974 dan telah diberitahukan kepada masing-masing
pihak menurut segala aturan yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 1973 INo. 253/1973 G. yang amarnya
berbunyi sebagai barikut:

Dalam konvensi:

Mengabulkan gugatan _un.smmﬁmﬁ untuk sebagian;
Menyatakan sah akte jual beli dari Pejabat Pembuat Akte Tanah

Mochtar Affandi S.H. No. 15/1971/Nopember tanggal 17 Nopember
1971;

Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas persil yang terletak di
Jalan Sutan Syahrir (d/h Jalan Gresik) No. 39 Jakarta;

Memerintahkan kepada tergugat II (Kepala Sub Direktorat Pendaf-
taran Tanah) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir No. 39
dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi; .

Memerintahkan kepada tergugat I dan semua orang yang mendapat
hak daripadanya untuk menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir No. 39
Jakarta berikut bangunannya kepada penggugat;

Menolak gugatan penggugat selebihnya;
Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam

perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 9.700, — (sembilan ribu
tujuh ratus rupiah); :

2§

Dalam rekonvenst:

Menolak seluruh gugatan penggugat; .
Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara

ini yang hingga kini ditaksir nihil;

fenimbang, bahwa permohonan untuk peradilan banding terhadap
putusan tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta
memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang oleh karena mana
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadiian Tingg: dapat menyetujui alasan-
alasan yang dikemukakan oleh hakim pertama dalam putusannya tersebut
di atas, alasan-alasan mana karena itu dapat dijadikan alasan-alasannya
sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
putusan hakim pertama tersebut karena sudah tepat dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak tergugat pembanding
dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan
kepadanvya;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

Mengadili
Menerima permohonan banding itu;
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Menguatkan putusan ° Pengadilan Negeri Jakarta
‘ Pusat
5 Desember 1973 No. 253/1973.G yang dibanding itu; ) oo
ZnJmmErE.: pihak tergugat pembanding untuk membayar biayz
- perkara ini yang dalam tingkat banding ditaksir Rp. 3.180, — (tiga l_wf
seratus tiga puluh rupiah); . ¢ ’

. Demixianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 1900
tujuh puluh empat oleh kami: D,J. Staa S.H., ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta sebagai hakim tunggal untuk memerikea perkara ini dalam tin Mm”
banding dan diucapkan di sidang terbuka pada hari itu juga mnsm 1
dihadiri oleh Burhanuddin Tuasikal sebagai panitera pengganti n_n:mna
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. =

(C).

PN JAKARTA.
Tgl. 5 Desember 1973.
No. 253/1973 G.

Keputusan

<
DEMI KEADILAN BERDASARKEAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa perkara-perkara
perdata dalam tingkat pertama, memberikan keputusan seperti berikut

dalam perkara antara:

Goenardi, tinggal di Jalan Telukbetung No. 25 Jakarta,
yang dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya Handojo
S.H. di Jalan Cideng Barat No. 53 Jakarta, sebagai penggugat;

lawan

1. Ny. Ong Hwie Liang, tinggal di Jalan Sutan Syahrir No. 39
Jakarta, sebagai tergugat I;

2. Pemerintah DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria
DKI Jakarta cq Kepala Sub Direktorat Pendaftaran
Tanah DKI Jakarta, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 27
Jakarta, sebagai tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara

Dalam konvenst:

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
18 Juni 1973 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 26 Juni 1978, mengemukakan sebagai berikut:

1. bahwa sebuah persil terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta
telah ada sertifikat tanah dengan hak gui:a bangunan No. 240 tertulis atas
nama tergugat I (Ny. Ong Hwie Liang) isteri Tjan Hong Liang (bukti P-1);

393


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. bahwa pada tanggal 10 Mei 1967 di janii :
; ngg: ei lakukan perjanjian mengenai 9. bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, tergugat I tidak mau

- persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta; :
Fiwis Lisng) Svnm&wwn&:w_ don H.u—nu zm.w.wmﬂw.m.n h.n.msmn. I Qw. Ong ° menyerahkan persil tersebut kepada penggugat sebagai pelaksanaan jual :
(bukti P-2); - M. %L lobing scbagai pembeli beli tersebut meskipun ditegur berulang-ulang;

3. bahwa dalam perianiian ¢ s 10. bahwa penggugat merasa cemas dan khawatir bahwa persil Jalan
tegas-tegas &mo_v-:.rmum”“n J bel Mwmnw.sn di atas Qm.__w-: Pasal 4 dengan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta itu akan dijual atau setidak-tidaknya dipin-
akan menyelesaikan surat H“w. h.“?_ m”nm””:n:woaﬁﬁ rw”.«“m tergugat I dahtangankan oleh tergugat I; - .

- as nama i
ditunjuk kemudian oleh Drs. M.T.L. Tobing; pembeli yang akan 11. bahwa m.u”rn&:r: yang diajukan penggugat adalah berdasarkan

4. bahwa tergugat I melalui suaminya telah ; ) surat-surat otentik;
an persil Jln, Sutan Syakirir No. mw._wwu_.n“,. mnvauwumwnﬂwnﬂﬂﬂﬂvo:?m_- 12. bahwa dengan demikian perlu diadakan sita jaminan terlebih
juta rupiah).dengan tunai pada tanggal 6 Mei 1967 m...w.nun .ﬂn:n.aﬂ M.MM” Mmr_“__.c ”wm Mwmﬂurrmﬂmﬁma tergugat I khususnya atas persil Jalan Sutan

yahrir No. akarta;

kwitansi tertanggal 81 Mei 1967 dari har.
. ga rumah + tanah yang keselu-
ruhannya berharga Rp. 5.600.000, — (lima juta enam ratus :._u:.m.:vmm_“.
5. wnrs_m jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.600.000, — (lima .?S.
enam ratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas dengan cek-cek Central

Maka berdasarkan atas semua hal-hal yang diuraikan tersebut di atas
penggugat mohon dengan hormat kepada saudara ketuz Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut:

Commercial Bank seperti tertera i itansi -
1967 sebagai berikut ﬂcrz 2.3): 1":._» U&.ﬂ k kwitansi tertanggal 31 Mei . 1. Melakukan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat I khususnya
Pada tanggal 6 Mei : persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;
Pada tanggal 10 Juni ~MM.W Mw. 1.000.000, — 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
Pada tanggal 14 Juni 1967 W_u. MMo.ooo.I_ CCB.A 54758 3. Menyatakan szh akte jual beli Pejabat Pembuat Akte Tanah
Paida agel 19 Juni 1500 Wﬁ. mow.mmc.l CCB.A 54759 No. 15/1971/Nopember tertanggal-17 Nopember 1971;
Pada tanggal 23 Juni Yok Wm. ; -000,— CCB.A 54760 4. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas persil Jalan
Bada;tunggal 18,1l ik Nm_. 00.000, — CCB.A 54761 Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;
Pada tanggal 3 Agustus 1967 WW. “MMMNM.H MMM> 54853 5. Memerintahkan kepada tergugat II (Pds. Kepala Sub Dit. Pendaf-
Pada tanggal 18 Agustus 1967 Ww. moo.coo.l OOm.» 54854 taran Tanah Jakarta) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir
Pada tanggal 15 September 1967 Nm.“ H.ooo.ooo.l now.> Hmmm No. 39 Jakarta dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi;
Jumlah seluruhnya ...... Rp. 5.600 .occ. o 856 6. Memerintahkan kepada tergugat dan semua orang yang men-
ratus ribu rupiah); P- 5.600.000, — (lima juta enam dapat hak daripadanya agar menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir
' No. 89 Jakarta dan bangunan di atasnya dalam keadaan kosong dan jika

perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dakaiu

meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

6. bahwa pada tanggal 15 Mei 1969 Drs. M.T.L., Tobing membuat
sebuah pernyataan tertulis di atas meterai yang cukup bahwa penggugat

ditunjuk mn.vwm.mm pembeli sesuai dengan pasal 4 perjanjian tanggal 10 Mei
1967 (ke P-4, 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam
Ucwﬂqﬁwrﬂwhm HWH._h.-mﬂ-._v: Zovnﬁ.vn.. quw di hadapan Pejabat Pem- perkara ini;
Bn:ﬂnumm,wna: .—n—mwu.mﬁm_zpwﬂwm“”nh”&mwﬁ_ rZ_M. 15/1971/ Zo_un..:vﬂ Menimbang, bahwa pada hari pessidangan yang telah ditentukan
wakil penjual (berdasarkan surat pecn il _.u? me. Penggugat scbagai kedua belah pihak telah sama menghadap dan kami berusaha mendamai-
5/ Mei 1965) din pesgyugat mnn&m-..m mnu_ww : _.m.v m...m..—... ..H.o_u_:m tanggal kannya namun tidak berhasil;

%, Kskow. gl .—m_wn A MW_ZvM:u M ._u M””“” wmnm._wm.- S gwii#m:@. setelah mana lalu dibacakan surat gugatan tersebut
dihuni oleh keluarga Ny. Ong Hwie Liang; ' B yang isinya ternyata Sﬂmw.@_vn:ur.m:rwﬂ oleh penggugat wm&mnm.rmu para

tergugat mengemukakan jawaban-jawabannya sebagai berikut:
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Jawaban tergugat I:-

1. bahwa memang benar persil yang terletak di Jalan Sutan Syahrir
No. 39 Jakarta telah ada sertifikat tanah dengan hak guna bangunan
No. 240/Menteng atas nama tergugat I; il

. m..._um:sm_ memang benar pada tanggal 10 Mei 1967 telah diadakan

perjanjian jual beli antara tergugat I dengan Drs. M.T.L. Tobing yan,

dalam hal ini bertindak mewakili Sdr. Tabrani (pada saat itu Sar Uam

M.T.L. Tobing adalah karyawan Sdr. Tabrani); -

3. bahwa pembayaran sebesar Rp. 5.600.000, — (lima juta enam
raius ribu rupiah) yang didalilkan penggugat dalam point 4 dan 5
gugatannya adalah tidak benar, karena pembayaran-pembayaran
tersebut dilakukan dengan cek-cek kosong;

4. bahwa apabila diteliti secara seksama bukti P-3 _um..c._un kwitansi
:m:m:mwd_ 31 Mei 1967 yang dilampirkan penggugat dengan dalil telah
dibayar lunas adalah tidak benar dan menimbulkan keraguan dan kegan-
jilan sebagai berikut: ¢
a. bagaimana mungkin dikatakan sudah dibayar lunas pada tanggal

31 .an 1967, sedang perincian pembayaran yang tertera di belakang
rs.:u:.mm terperinci tanggal pembayaran dengan cek-cek yang post date
10 Juni, 14 Juni, 19 Juni, 23 Juni, 18 Juli, 3 Agustus, 18 Agustus dan.
15 September 1967, yang kesemuanya merupakan tanggal sesudah
tanggal 31 Mei 1967;

b. n.m dalam kwitansi (bukti P-3) tertera secara tegas kalimat: "Dan
E_n—:.uzm pembayarannya sudah lunas baru diselesaikan Qm:@m:
notaris”, jadi jelas tidak berarti lunas; )

< _u.n_:..m cek-cek kosong yang tertera di belakang kwitansi yang dilam-
pirkan penggugat sebagai bukti P-3 kenyataannya telah ditarik
kembali oleh Sdr. Tabrani dan kemudian ditukar dengan cek Bank NV
Central n."oEEn_.nmw_ Bank Ltd. No. 57933 tertanggal 16 Agustus 1967
dengan jumlah Rp. 2.500.000, — yang terlampir telah dibayarkan
kepada pihak ketiga bernama Ie Tien Soen;

d. bahwa Sdr. Tabrani (d/h Tan Kit Lay) pada tanggal 27 Agustus 1967
telah ﬂasmmla surat kepada suami tergugat I yang isinya minta maaf
dan minta supaya cek-cek yang telah diterimanya jangan dicairkan
dahulu (fotokopi surat tersebut terlampir T-3). Hal ini membuktikan
bahwa kedua cek sebagai gantinya pun tidak dapat dicairkan;

B: r.mrs.m dengan demikian jelaslah kiranya bagi pengadilan
mengenai apa yang didalilkan penggugat dalam point 4 dan 5 gugatannya
sebagai bukti (P-8) pembayaran “lunas” adalah tidak benar dan berten-
tangan dengan fakta sebenarnya;
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6. bahwa karena Sdr. Tabrani yang dalam perjanjian jual beli
tersebut diwakili oleh Sdr. Drs. M.T.L. Tobing belum melakukan pem-
bayaran sebagaimana ditentukan dalam pasal II dan pasal VI surat per-
janjian jual beli tertanggal 10 Mei 1967, maka surat pernyataan yang
dilampirkan penggugat sebagai bukti P-4 tidak mempunyai landasan
hukum samasekali karena pernyataan tersebut diberikan oleh orang yang
tidak berwenang;

7. bahwa mengenai akte jual beli No. 15/1971/Nopember Notaris
Mochtar Affandi tertanggal 17 Nopember 1971 yang dilampirkan peng-
gugat sebagai bukti P-5 adalah tidak sah dengan alasan-alasan sebagai
berikut: ,

a. akte jual beli No. 15/1971/Nopember didasarkan:

i. perjanjian jual beli di bawah tangan tertanggal 10-5-1969;

ii. surat pernyataan di bawah tangan tertanggal 15-5-1969;

iii. kwitansi tertanggal 31-5-1967 (dalam akte tertera tanggal yang
keliru, yakni 1965); )

mengenai ad (i) dan ad (iii) telah diuraikan secara jelas bahwa belum
dipenuhi pembayaran oleh pihak pembeli menurut ketentuan surat
perjanjian jual beli tertanggal 10 Mei 1967, hal mana dapat dibuktikan
dengan T-1, T-2 dan T-3;
mengenai ad (ii) karena surat pernyataan tersebut diberikan oleh orang
yang tidak berwenang, maka tidak mempunyai landasan hukum;
bahwa akte jual beli No. 15/1971/September dibuat dalam kedudukan
di mana penggugat bertindak selaku pembeli dan penjual sekaligus,
hal mana bertentangan dengan pasal IV surat perjanjian jual beli ter-
tanggal 10 Mei 1967 sekalipun kalau andaikata soal pembayaran telah
dipenuhi pembeli sesuai dengan ketentuan surat perjanjian jual beli —
quod non — karena pasal IV perjanjian tersebut secara jelas mengikut-
sertakan tergugat I untuk bersama-sama dengan pembeli yang ditun-
juk, menyelesaikan surat jual peli untuk dibuat akte notarisnya dan
tidak seperti yang telah dilakukan pengguga: secara sepihak;

c. bahwa akte jual beli No. 15/1971/September dibuat secara melawan
hak sesuai dengan isi surat Notaris Mochtar Affandi selaku pejabat
yang membuat akte tersebut yang ditujukan kepada penggugat pada
tanggal 20 April 1972, terlampir T-4 yang pada pokoknya mcnyata-
kan, bahwa jual beli yang dinyatakan dalam akte pejabat tertanggal
17 Nopember 1971 No. 15/1971/Nopember menjadi tak ada artinya;

8. bahwa mengenai mengapa sampai sertifikat dari persil sengketa
berada di tangan Sdr. Tabrani dan kemudian berada pada penggugat
dapat tergugat ! uraikan duduk persoalannya sebagai berikut:
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ey w.,._un_u.r.mk,n..nu.m Sdr:. T, u.rz:m.. uwnuw&wnn kesulitan; keuangan Eun.:.n |

memenuhi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang - termaktub

dalam surat perjanjian jual beli tertanggal 10 Mei 1969 kemudian me-

minta bantuan tergugat I mengatasi kesulitan keuangan dengan tujuan

untuk mendapatkan kredit dari bank dengan konstruksi fiktif sebagai

berikut: )

i. sertifikat rumah/persil dipinjamkan kepada Sdr. Tabrani untuk
diperlihatkan kepada bank;

ii. secara proferma dibuat kwitansi seolah-olah dibayar lunas
mengenai rumah/persil sengketa;

iii. bilamana kredit bank telah diperoleh dari bank segera akan
dibayar harga rumah kepada tergugat I;

b. bahwa tergugat I percaya akan itikad baik Sdr. Tabrani, karena
merupakan kawan baik keluarga tergugat I dan pada saat itu masih
dianggap sebagai pedagang yang bonafid, hanya saja sedang menga-
lami kesulitan keuangan, maka atas dasar hal tersebut tergugat I melu-
luskan permintaanaya dengan menyerahkan sertifikat untuk dipinjam
dan dibuat 2 kwitansi, yang satu dengan jumlah Rp. 1.000.000, —
(satu juta rupiah) sebagai uang muka tertanggal 10 Mei 1967, yang
satu lagi sebagai pembayaran pelunasan pembelian rumah dengan
jumlah Rp. 4.500.000, — (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua
kwitansi tersebut terlampir T-5 dan T-6;

c. bahwa kemudian ternyata Sdr. Tabrani telah menyalahgunakan
bantuan dan kepercayaan yang telah diberikan tergugat I, karena
sampai sekarang baik sertifikat maupun pembayaran rumah tidak
pernzah diserahkan kepada tergugat I sebagai pemilik yang sah dari
rumah/persil sengketa;

9. bahwa perlu kiranya dikemukakan bahwa penggugat pernah
mengajukan perkara permohonan izin mengosongkan rumah sengketa ke
hadapan Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun bzik tingkat pertama
maupun Panitia Perumahan tingkat banding kedua-duanya menolak per-
mohonan penggugat atas dasar meragukan status pemilikan penggugat
atas rumah sengketa. Kedua keputusan perumahan tersebut terlampir T-7
dan T-8. Dan tidak tepatlah kiranya kalau soal pengosongan ini sekali lagi
diajukan ke Pengadilan Negeri j=karta Pusa: vang bukan menjadi
wewenangnya;

Maka: berdasarkan hal-hal terurai ci atas icrgugat I inohon dengan
hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan
memutuskan:

‘Menolak seluruh gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan
gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Jawaban tergugat II:

Mengenai gugatan perkara atas persil Jalan Sutan Syahrir No. 39
Jakarta yang terdaftar dalam perkara No. 253/1973 maka dengan ini
kami beritahukan terlebih dahulu sebagai berikut: ‘

Tanzh tersebut hingga kini masih tercatat aras nama Ong Huwie
Liang isteri Tjan Hong Liang dengan Hak Guna Bangunan No. 240/
Menteng, diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 September 1929 No. 480

" dengan luas 1.438 m?;

Oleh penggugat tanah tersebut telah dibelinya berdasarkan akte
pejabat Mochtar Affandi S.H. tanggal 17 September 1971 No. 15/
1971/Nopember;

Pembalikan nama atas persil tersebut oleh kami belum dapat dilak-
sanakan satu dan lain karena tanah itu masih dalam persengketaan antara
penggugat dan tergugat I baik mengenai pemilikannya maupun mengenai
perumahannya, sesuai dengan surat tergugat tanggal 2 Desember 1971 jo
surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukcta Jakarta tanggal
28 Desember 1973 No. Kpts. Banding 029/UP/DKI/1/1i/1978;

Mengutip tentang hal-hal lain semua uraian sekedar hal itu mengenai
gugatan konvensi, seperti ternyata dalam berita acara pemeriksaan yang
bersangkutan, yang isi dan maksudnya guna menyingkatkan putusan ini
haruslah dianggap sebagai termuat pula di sini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

Dalam rekonvensi:

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

bahwa penggugat dalam rekonvensi mohon agar jawaban dalam
konvensi dianggap sebagai termasuk dalam jawaban dalam rekonvensi:

bahwa dari keterangan dan dalil-dalil yang terurai dalam jawaban
konvensi telah ternyata dan terbukti bahwa perbuatan tergugat dalam
rekonvensi/penggugat dalam konvensi adalah merupakan perbuatan
melanggar hakum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat dalam rekon-
vensi/tergugat I dalam konvensi mohon dengan hormat sudi kiranya
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:
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konvensi adalah perbuatan melanggar hukum; S
Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat I dalam konvensi/peng-
‘gugat dalam rekonvensi adalah pemilik yang sah dari rumah/persil
Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

w&a:wﬂmr»: batal atau setidak-tidaknya membatalkan surat perjan-
jian jual beli rumah/persil Jalan Gresik No. 89 Jakarta berikut man_m
akibat hukum yang timbul daripadanya termasuk akte jual beli
No. 15/1971/Nopember Notaris Mochtar Affandi S.H. tertanggal
17 Nopember 1971;

Menghukum tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi
untuk- menyerahkan sertifikat rumah/persil Jalan Sutan Syahrir
No. 39 Jakarta kepada tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam
.wnrona.n:mw dengan ketentuan diwajibkan membayar uang paksa se-
jumlah Rp. 100.000, — (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai
memenuhi putusan tersebut;

Menghukum tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi
membayar biaya perkara;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun
ada banding dan kasasi;

. Menimbang, bahwa kami telah berusaha mendamaikan kedua belah
.Ermr namun tidak berhasil, dan setelah dibacakan gugatan tersebut
isinya ternyata eap dipertahankan oleh penggugat, sedangkan tergugat
sebagai jawabannya mengerukakan hal-hal mnvmmwm. berikut:

. bahwa tergugat dalam rekonvensi mohon repliek dalam kenvensi
dianggap sebagai termasuk dalam repliek dalam rekonvensi;

. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergugat dalam rekonven-
m_\vo:.mm:mm: dalam konvensi mohon dengan hormat agar Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

1. menolak seiuruh gugatan penggugat dalam rekonvensi/tergugat
dalam konvensi;

2. Bn:m_.:.ﬁ.rca penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam
konvensi membayar ongkos-ongkos perkara;

Mengutip tentasig hal-hal lain semua uraian sekedar hal itu mengenai
gugatan rekonvensi seperti ternyata dalam berita acara pemeriksaan yang
_ bersangkutan, yang isi 2an maksudnya guna menyingkatkan putusan ini
haruslah dianggap sebagai termuat di sini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

S g .Hn.unsnn hukumnya

-Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
seperti tersebut di atas; ‘

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal gugatan tersebut dan
menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 10 Mei 1967 telah
dilakukan jual beli antara tergugat I dan Drs. M.T.L. Tobing atas
ruinah/persil di Jalar Gresik No. 89 Jakaita, akan tetapi tidak benar telah
dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.600.000, — karena pembayaran-
pembayaran tersebut dilakukan dengan penyerahan cek-cek kosong;

bahwa cek-cek kosong tersebut kemudian ditarik kembali oleh Sdr.
Tabrani dengan menukarnya dengan cek-cek dari Central Commercial
Bank Ltd. (T.1) dan (T.2), yang akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1967
Sdr. Tabrani mengirimkan surat kepada suami tergugat I yang isinya per-
mintaan agar cek-cek yang telah diterimanya itu jangan dicairkan terlebih
dahulu (T-3);

bahwa karena itu maka surat pernyataan yang diserahkan oleh peng-
gugat sebagai bukti P-4 dan akte jual beli No. 15/1971/Nopember tang-
gal 17 Nopember 1971 dari Notaris Mochtar Affandi S.H. tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya gugatan pecnggugat
tersebut oleh tergugat, maka penggugat terlebih dahulu harus mem-
buktikan positanya; ‘

Menimbang, bahwa untuk keperluan itu penggugat telah
menyerahkan surat-surat bukti yang bertanda P-1 s +d P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disangkal oleh kedua belah
pihak, maka sudah menjadi kepastian hukum bahwa pada tanggal 10 Mei
1967 telah dilakukan perjanjian jual beli persil Jalan Sutan Syahrir (d/h
JIn. Gresik) No. 89 Jakarta antara tergugat I dengan Drs. M.T.L. Tobing
(bukti P-2);

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah benar telah
dilakukan pelunasan pembayaran atas persil tersebut sesuai dengan
perjanjian yang dibuat antara tergugat I dengan Drs. M.T.L. Tobing
(bukti P-2);

bahwa dari bukti P-3 ternvata bahwa pada tanggal 31 Mei 1967 oleh
suami tergugat ! telzh diterima uang sebanyak Rp. 5.600.000, — yang
dengan tegas pula disebutkan sebagai pembayaran rumah berikut persil
yang terletak di Jalan Gresik No. 39 Jakarta, dan disebutkan pula “sesuai
dengan perincian di belakang™;
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Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menghukum para tergugat vntuk membayar biaya-biaya dalam
perkara ini yang hingga kini ditak-  =besar Rp. 9.700, — (sembilan ribu
tujuh ratus rupiah); = Rt I :

. uarw_wsawq .

¢ TR/

Dalam rekonvensi: - o o
ST 2 .

Enba_mr seluruh gugatan penggugat;

Zn:ﬂ#:r:ﬂ. penggugat untuk membayar biaya-biaya dalam vn_,rmqm
ini yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan di muka umum pada hari ini: Rabu tanggal
5 Desember 1900 tujuh puluh tiga oleh kami: Hoengoedidojo S.H., hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh penggugat dan
tergugat I serta panitera luar biasa Soekisno Tirtosugondo, akan tetapi
tidak dihadiri oleh tergugat II.
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